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ABSTRACT 

This research aims to fonnulate a model of industrial conflict resolution by 
analyzing a conflict mapping, the causes of industrial conflict, and conflict 
dynamics between workers and company which get escalated and spread over in 
some areas of East Java. This research also analyzes what a conflict management 
model is created by workers, company, and government in achieving any fonn of 
conflict resolution. 

This research used a survey method that was undertaken in for districts 
namely Surabaya, Sidoarjo, Gresik, and Mojokerto. Those cities are the center of 
industrial areas of East Java in which 1he frequency of industrial conflict is high. 
The population and sample of research are workers of those four cities. Data was 
collected by using a questioner and accomplished by in-depth interview to some 
of respondents. The collected data is processed and analyzed both quantitatively 
and qualitatively. . 

The researCh shows that the conflict of industry occurs more intensively in 
May during the Labor Day ~ some main issues such as government policy on 
workers, regulation, and outsoureing issues. At the ~ of year usually workers 
protest occur by some issues such as minimum regional/district wage issues 
(UMP/K) since the government and company fonnulate UMP/K during this time. 
WhiJe at the religious celebration day the issues is reJated to 1HR (an extra wage 
for celebration day). 

Basically conflict resolution and management depends on the commitment 
of company and government particularly relate to the case of UMK. and workers' 
prosperity as some cases in Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, and Surabaya. However 
both company and government prefer to engage an arbitration approach that 
advantages one side such SKB 4 Mooten. GeneraUy SKB 4 Menteri is perceived 
by workers does not advantage them. Arbitration approach is also utilized for the 
case of outsourcing, workers' prosperity, and UMK. 

(Key Words: Industrial Conflict. provincial minimum wage/district/municipal, 
C'!"pict Management. tmd Coriflict Resolution Model). 
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R1NGKASAN BASIL PENELITIAN 

Pemetaan dan Penyusunan Model Penyelesaian KonOik Industrial 
di Jawa Timur 
(Sutinah, Mustain, Karnaji dan Novri Susan, 132 halaman) 

Masyarakat industri memiliki siCat yang dinamis akibat fenomena konflik 

di antara stakeholders industri yaitu antara negara, swasta (pasar), dan warga 

termasuk di dalamnya adalah buruh. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu 

wilayah industrial terbesar di Indonesia kenyataannya mengbadapi masalah 

konflik industrial ini~ Konflik industrial di Jawa Timur bukan banya mengambil 

isu penentuan, dan perbedaan Qesarnya UMPIK di berbagai daerah, tetapi juga 

isu-isu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja yang seringkali tidak sesuai 

dengan kepentingan pengusaha, dan acapkalii juga bertentangan dengan 

kepentingan Pemerintah Daerah. 

Pasca keruntuhan otoriterianisme Orde Baru yang diikuti oleh tumbuhnya 

'demokrasi telah meningkatkan kesadaran dan sikap kritis warga masyarakat, 

terutama kaum buruh terhadap hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak-bak 

politiknya. Walaupun demikian kesadaran kritis buruh terhadap berbagai haknya 

bukan ~erupakan kondisi satu-satunya bagi realisasi kesejahteraan dan 

perlindungan bagi pekerja. Pada dimensi inilah terdapat persoalan mengapa 

kesad8ran mtis buruh pada ha-bak sipilnya tidak mampu menjamin bahwa 

kesejahteraan mereka terpenuhi. Sebaliknya kesejahteraan semakin sulit dipenuhi 

dalam konteks posisi mereka sebagai buruh. 

Oleh karena itu, konflik industrial merupakan kondisi yang harus 

mendapatkan i>erhatian dengan menemukana akar permasaIahn, karakter konflik, 

dan dinamika koofliknya. Usaha ini barns diarahkan untuk mencari pemecaban 

masaIah sebingga buruh tidak semakin terpuruk dan tidak sejahtera. Penelitian ini 

secara khusus dirancang untuk mengkaji konflik industrial dan berbagai hal yang 

menyertainya sebingga dapat ditemukan suatu model penyelesaian yang tidak 

merugikan sa1ah satu pihak. 

Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan suatu model penyelesaian 

konflik industrial dan tersusunnya peta (dalam bentuk matriks) konflik industrial 
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yang tetjadi di kabupatenlkota di Provinsi Jawa Timur. Secara umum penelitian 

ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya konflik 

industrial di Provinsi Jawa Timur; 2) memetakan konflik industrial yang terjadi di 

Provinsi lawa Timur; 3) mengetahui pengelolaan konflik industrial yang teIjadi; 

dan 4) merumuskan suatu model untuk menyelesaikan konflik industrial yang 

terjadi di kabupatenlkota di Provinsi Jawa Timur. 

Penelitian ini dilakUkan di empat kabupatenlkota di Jawa Timur. yaiitu 

Kota Surabaya. Kabupaten SidoaIjo. Gersik dan Mojokerto. Responden penelitian 

ini adalah burub yang bekerja di sector industri pengolahan, dan di masing-masing 

kabupaten ditetapkan sebanyak 50 orang buruh. Studi ni merupakan penelitian 

survey den~ tipe deskriptif, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan waWancara terstruktur dengan 

pertanyaan semi tertutup, artinya selain peneliti telah menyediakan pilihan 

jawaban, responden pun masih diberi kesempatana untuk menjawab selain yang 

telah disediakan peneliti. Bahkan untuk beberapa responden (aktivis serikat 

'burub) dilakukan wawancara mendalam untuk menggali data yang belum 

diperoleh lewat wawancara terstruktur. Data yang diperolehkemudian diedit, dan 

diolah dengan menggunakan SPSS, dan dianalisis secara deskriptif dengan 

meng~akan table frekuensi. Sementara hasil wawancara mendalam 

ditambahkan dalam analisis untuk memperkuat basil wawancara terstruktur . 

. Secara garis besar, basil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab 

terjadinya konflik industrial di lawa Timur berifat multidiemsional, antara lain 

karena perbedaan kepentingan dan berbasis pembagian material yang dinilai 

kurang adil dan hubungan sosial yang berjarak antara buruh dan perusahaan. 

Sebagai bagian dari tenaga produksi, buruh seringkali dianggap sebagai beban 

perusabaan. Bahkan sering terjadi, buruh memperoleb perlakuan subordinatif, 

dilece~ sehingga kemungkinan terjadinya konflik industrial bisa dipahami. 

Secara keseluruhan beberapa temuan pokok yang memerlukan penanganan 

adalah: 1) Ada kecenderungan pada bampir seluruh perusahaan untuk mengganti 

status buruh tetap menjadi buruh kontrak atau burub outsourcing, untuk 

kepentingan memaksimalkan keuntungan perusahaan; 2) Alasan bekerja sebagai 

buruh umumnya karena teIpaksa., dan hal ini dilakukan karena tidak ada alternatif 
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peketjaan lain yang lebih menjanjikan. Kendati dari segi upah, THR, dan uang 

lembur dinilai kurang memadai atau bahkan tidak memadai, tetapi karena pilihan 

peketjaan di sektor formal bagi penduduk yang kurang berpendidikan tidak 

banyak tersedia, maka tidak ada kemungkinan lain yang dapat dilakukan kecuali 

beketja sebagai buruh di sektor industri. Selain itu pilihan sebagai buruh indsutri 

juga disebabkan; 3) Konflik industrial yang terjadi di Jawa Timur relative masih 

tinggi, bahkan seperti ritUal tersendiri yang selalu berulang, utamanya pada 

menjelang peringatan hari buruh (Mayday), pada saat menjelang Hari Raya serta 

pada bulan-bulan menjelang akhir tahun yaitu pada saat penentuan besamya Upah 

Minimum PropinsilKabupaten/Kota; 4) Beberapa hal yang acap menjadi pemicu 

terjadinya konpik industrial an~ lain: Upah, 1lIR Uang lembur, Nasib buruh 

kontrak, Pengaturan PH~ Jam Ketja, Jamsostek, Serikat Buruh, Hak beribadah 

dan hak cuti. Beberapa tahun terakhir ini, konflik industrial yang tetjadi pada 

bulan-bulan di sekitar Mei (berkaitan dengan Hari Buruh Intemasional) 

mengusung isu tentang buruh kontrak atau buruh outsourcing, upah, ketentuan 

perundang-undangan yang dianggap buruh lebih memihak penguaha atau isu-isu 

yang bersifat nasional Sementara tuntutan buruh pada konflik industrial yang 

terjadi menjelang hari raya Idul Fitri adalah perosalan tentang besar tunjangan hari 

raya (TIIR) dan penyerahannya. Sedangkan konflik yang tetjadi pada bulan-bulan 

menjelah akhir tabun lebih banyak dipicu oleh penentuan beamya upah minimum 

baik propinsi, mamupun kabupatenlkota (UMPIK). Konflik-konflik industrial 

yang tetjadi di luar pola tersebut biasanya disebabkan adanya ketentuan-ketentuan 

atau peratUran baru yang dianggap merugikan atau tidak berpibak pada buruh; 5) 

Dalam konteks hubungan industrial, persoalan upah adalah salah satu masalah 

yang sangat raWan yang acapkali memicu terjadinya konflik industrial di antara 

buruh, majikan dan pemerintah. Adanya perbedaan kepentingan dan interpretasi 

tentang arti dan besar upah yang sesuai, maka dari waktu ke waktu persoalan 

pengupahan ini senantiasa menjadi pemicu terjadinya aksi protes dan berbagai 

aksi lain yang tidak jarang kontra-produktif. Sementara persoalan upab, secara 

rinci isu dan penyebab konflik industrial meliputi besar upahlUMK, komponen 

upah, sistem pengupahan, proses penentuan upah. Dengan demikian persoalan 

kebijakan upah minimum, besaran uang lembur, THR dan sebagainya adalah hal-
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hal yang biasanya memicu kontroversi dan aksi unjuk rasa buruh; 6) Selain 

persoalan upah, THR buruh kontrak atau buruh outsourcing dan keputusan 

pemerintah yang acapkali tidak memihak buruh, masalah pemutuan hubungan 

keIja (PHK) juga menjadi pemicu terjadinya konflik industrial. Sementara PHI{ 

yang teIjadi di Jawa Timur seringkali teIjadi karena: Menentang kebijakan 

perusahaan, mogok keIja, terlibat aksi unjuk rasa, perusahaan mengalami kerugi~ 

rasionalisasi, membela temannya yang di PHI{ dan sebagainya. Inilah yang sangat 

dilematis, karena menuntut hak acapkali membawa resiko, a1ih-alih dipenuhi 

tuntutannya, yang teIjadi malah terkena PHK; 7) Hubungan buruh dengan rekan 

keIja yang lain di level manajer dan administrasi, termasuk mandor umumnya 

sudah mengarah pada hubungan yang harmonis, bahkan sejumlah buruh 
\ 

mengemukakan mandor dinilai arogan, dan dianggap pihak yang disebut 

belakangan ini umumnya juga dinilai lebih merupakan perpanjangan tangan 

perusahaan yang kurang berempati kepada nasib dan penderitaan kaum buruh. 

Bahkan antara buruh dan perusahaan umumnya tidak memiliki kedekatan 

emosional dan sense of belonging. Perusahaan lebih menganggap buruh lab yang 

butuh pekeIjaan; 8) Peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah provinsi dan 

kotalkabupaten dalam penanganan konflik industrial umumnya dinilai sudah tidak 

lagi pro ~epada kekuatan kapital, tetapi sudah mulai netral, Di mata buruh, peran 

pemerintah diharapkan sebagai mediator atau arbitrator dalam menyelesaikan 

konflik industrial; 9) Pada dasamya pengelolaan konflik akan memberi pengaruh 

pada bentuk-bentuk penyelesaian konflik pada banyak dimensi konflik termasuk 

di dalamnya konflik industrial. Pengelolaan konflik yang mengutamakan 

pelembagaan dan proses negosiasi, mediasi, dan konsiliasi antara pengusaha, 

pemerintah, d8n buruh memiliki kecendenmgan untuk mencapai penyelesaian 

konflik yang konstruktif dan postif bagi seluruh pihak berkonflik. Namun kasus 

penyelesaian konflik dari model pengelolaan konflik ini bersifat kontekstual 

sesuai dengan komitment perusahaan dan pemerintah. Terutama sekali berkaitan 

dengan kasus-kasus UMK. dan kesejahteraan burub seperti yang terjadi pada 

beberapa kasus di Kabupaten Gresik, Mojokerto, SidoaIjo dan Kota Surabaya. 

Sebaliknya pengelolaan konflik yang mengambil model arbitrase ternyata 

cenderung lebih menguntungkan satu pihak saja. SKB 4 Menteri oleh para buruh 
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dipandang sebagai bentuk penyelesaian konflik yang tidak menguntungkan buruh 

yang dihasilkan oleh arbitrasi pemerintah. Kasus-kasus status buruh kontrak, 

kesejahteraan buruh, dan UMK juga masih muncul dalam bentuk penyelesaian 

konflik yang kurang menguntungkan para buruh karena diciptakan melalui model 

pengelolaan konflik arbitrase. 

(Lembaga PeneJitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas AirJangga, 
NOmor Kontrak 7121H3.13IPPdI2009) 
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Research Summary 

IDdustrial CODflict MappiDg aDd ModeliDg CODflict ResolutiOD iD 
East Java 
(Sutinah, MustaiD, KarDaji daD Novri SusaD, 132 pages) 

Industrial society's character is dynamics by the conflict of its stakeholders 

namely state, market, and civil society including workers. The fact is that East 

Java province as one of biggest industrial area face the problem of industrial 

conflict. Industrial conflict in East Java is surrounded some issues such as wage 

determination and regional or district minimum wage (UMPIK), and worker's 

rights which is often different from market's interest and local government 
\ . 

Democracy installation after the fall of authoritarian regime of New Order has 

raised the critical consciousness and attitude of society, particularly workers to 

their rights to economy, social, culture, and politics. However the critical 

consciousness is not one factor of realizing worker's prosperity and protection. At 

this dimension the problem occurs that a critical consciousness is not enough to 

guarantee the fulfillment of worker's wealth. On the contrary, worker's wealth is 

difficult to realize from time to time. 

Ind~a1 contlict should get an attention by finding its root of causes, 

contlict character, and the conflict dynamics. This effort should be directed to find 

a problem solving in order to raise the worker's wealth. This research specifically 

is diseigned to study industrial conflict for modelling a conflict resolution that 

mutually positive to every stakeholder of industrial contlict. 

This research aims to formulate an industrial conflict resolution and make a 

conflict mapping in East Java. Basically the research aims to: 1) identify the 

causes of industrial conflict in East Java; 2) make an industrial conflict mapping 

min East Java; 3) understand the actual industrial contlict management; and 4) 

formulate a model of industrial conflict resolution in East Java 

The research was undertaken in three districts and one municipality in East 

Java namely Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gersik and Mojokerto. The 

respondent is SO industrial workers in manufacture sector in each district. The 

n:search is a descriptive smvey study as the planed research objective. The dam 
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collection is compiled by a structured interview with some semi closed questions 

which the researcher provided multiple choice answers and clarification. 

Furthermore some certain respondent such worker alliance activist were 

interviewed deeply to find some data that have not been compiled by the 

structured interview. The compiled data is edite~ and processed by using SPSS, 

and analyzed descriptively by frequency table while in-depth interview is added in 

the analysis to support the structured interview. 

Mainly this research shows that the causes of industrial conflict in East Java is 

complicated such the difference of interest of workers and company, and an 

injustice distribution of company, and the lack of close social relationship 

between workers and company. As the production capital, workers are often , ' 

considered as the company~s bmden. Hence the workers get suboridnated and 

abused which become the triger of industrial conflict. 

In general some foundings of the reearch that need a resolution are: 1) there a 

tendency that most of company replace the permanent status of worker to 

'outsourcing worker, 'to optimalize the company's profit; 2) The reason of 

choosing an employement as worker in company is the lack of oppotunity to find 

a better employment. Even to be a worker of company there is lack of wealth bu 

indicated: by the low wage, low incentive (fHR), and others component of 

workers' wealth.; 3) The industrial conflict in East Java is relatively high, 

moreOver it is like a special ritual, particularly dming Mayday, celebration day of 

Muslim (Hari Raya), and at the end of year in which the minimum wage is 

conceived in province and district lelvet; 4) Some issues that becomes industrial 

conflict trigers such as: wahe, TIIR. (incentive for Muslim celebration), over time 

work incentive, outsorusing workers, deposition mechanism, work time, worker 

insurence (Jam.sostek), worker associaiton, rigths to pray, and rights to furlough. 

S) In the context of industrial conflict, wage issue becomes the central proble, that 

escalates the conflict of workers, company, and government. The interest 

difference and interpretation to wage rate between workers and 

company-government push the workers protest such as mass rally and worker 

strike. ; 6) The status of outsoUICing worker and UDfair government policy to 

worker, and furlough often becomes the trigger of conf1ict. While worker furlough 
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in East Java is caused by: the rejection of worker to company's policy, worker 

strike, get involved in demonstration, the company get bankrupt, rationalization, 

and etc. Those facts is the dilemma of worker because demanding their rights 

come to the furlough risk; 7) Horizontal relationsbips of workers with manager 

and administration generally is in harmony. However in work relationships, 

worker sometimes get involved in a conflict with supervisor which is considered 

as company's agent. There is no emotional relationsbip and sense of belonging 

between worker and company owner; 8) Workers see the role of government, 

particularly at province and district level, is not neutral in handling the conflict but 

taking side to company interest. Workers expect the government can be mediator 

or good arbitrator of industrial conflict resolution; 9) Basically the conflict 
\ . 

management influence the industrial conflict resolution model. Conflict 

management based on negotiation, mediation, and conciliation tends to reach a 

conflict resolution that gives a positive impact to all conflict actors. However it is 

not implemented in all areas and companies in East Java. It also takes some 

'certain issues especially UMK (district minimum wage) and worker wealth such 

in Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo and Surabaya. On the contrary, conflict 

management based on arbitration model tends to profit one side only particularly 

the comJi18llY. SKB 4 Menteri as an arbitration model is percept by workers as an 

injustice conflict IeSOlution that does not give any advantage to workers. The 

cases' of outsourcing worker, workers wealth, and minimum wage are also solved 

by an arbitration model. 

(The Research and Societal Services Institute (LPPM), University of Airlangga, 
Contract Number 71211D.13IPPdflOO9) 
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PRAKATA 

Kegiatan peneJitian yang tenga dilaporkan ini dimkasud untuk mengkaji 

konflik industrial yang tejadi di Jawa Timur dan sekaligus menyusun model 

penyelesaiannya. Penelitian ini penting dilakukan, karena konflik industrial di 

jawa Timur ini intensitas relative tinggi bahkan akan semakin sering teIjadi, 

sebingga model penyelesaian konflik menjadi sangat penting untuk disusun 

brena tuntutan buruh yang sangat bervariasi. Secara garis besar, tujuan 

penelitian ini adaIah : 1) Mengidentifikasi faktor penyebab teJjadinya konflik 

industrial di Pro~ Jawa Timor; 2) Memetakan konflik industrial yang teJjadi di 

Provinsi Jawa T1I1lut; 3) Mengetahui pengelolaan kontlik industrial yang teIjadi; 

4) Mengidentifik:asi akibat yang ditimbulkan oleh kontlik industrial yang terjadi di 

kabupatenlkota di Provinsi Jawa Timur baik pada buruh maupun pengusaha; dan 

5) Merumuskan suatu model untuk menyeJesaikan konflik industrial yang teJjadi 

di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Temuan peneIitian ini memberikan gambaran bahwa konflik industrial 

sepertinya tidak akan akan berhenti sepanjang pennasalahan yang berkaitan upah, 

status keIja para buruh masih belum terpenuhi, demikian juga bila peraturan 

penmdang-undangan belum berpihak kepada pekeJja atau buruh Akan tempi 

konflik 'industrial tidak akan meledak, jika masing-masing pihak mampu 

mengelola konflik dengan baik. Sebagaimana ditemukan dalampenelitian ini, 

tuntutan buruh dalam konflik industrial sangat bervariasi, oleh karena itu pula 

model penyelesaiannya pun tidak seragam untuk semua masalah, tetapi 

disesuaikan dengan permasaJaban yang dibadapi buruh, sehingga masing-masing 

pihak tidak ada yang dirugikan. 

K.egiatan penelitianini dapat dilaksanakan, karena dukungan dari berbagai 

pibak. Untuk iniw,. pada kesempatao ini kami abo menyampaikan terimakasih 

kepada: 

1. Lembaga Penelitian dan Pengandian Kepada Masyarakat, yang telah 

memberi kesempatan dan kepemlyaan kepada kami untuk melakukan 

penel.i1an ini. 

2. Seluruh dinas terkait yang telah bersedia memberikan data, informasi dan 

masukan dan bahan-bahan yang diperlukan 
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3. Seluruh buruh di Kola Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gersik dan 

Mojokerto, terutama yang telah bersedia memberikan informasi yang 

sangat berharga 

4. Mabasiswa Departemen Sosiologi, Osmond, Vitron, Titik, Jeniet, Ratna 

dan Adis yang telah banyak membantu peneliti dalam pengumpulan dan 

pengolahan data. 

5. Sel1D1lh responden (buruh) di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik 

dan Mojokerto yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

Kami sangat berbarap basil studi ini benmmfaat bagi semua pibak dalam upaya 

mengendaJikan konflik industrial yang teJjadi di Jawa Timor , sehingga tidak 
\ . 

menagikan semua pihak. Akbimya, saran dan kritik kami tunggu untuk perbaikan 

laporan ini. 

Surabaya, Oktober 2009 

Tim peneliti 
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BABI 
PENDAHULUAN 

td lL1 K 
rEnpUSTAKA I\~ 

UNIVER~HAS AIRLA!'\GG A 

SURABAYA 

Masyarakat industri memiliki sifat yang dinarnis akibat fenomena konflik 

diantara stakebolders industri yaitu antara ocgara, swasta (pasar), dan warga 

termasuk di dalamnya adalah buruh. Provinsi Jawn Timur scbagai salah satu 

wilayah industrial terbesar di Indonesia kenyataannya menghadapi masalah 

konflik industrial ini . Konflik industrial di Jawa Timur bukan hanya mengambil 

isu penentuan dan perbedaan besamya UMPfK di berbagai daerah, tetapi juga 

isu-isu berkai~ dengan pemen~an hak-hak pekerja yang seringkali tidak sesuai 

dengan kcpentingan pengusaha, dan seringkalii juga bertcntangan dengan 

kepcntingan Pemerintah Daerah. 

Pasca kcruntuhan otoriterianisme Orde Barn yang diikuti oleh tumbuhnya 

demokrasi telah meningkatkan kesadaran dan sikap kritis warga masyarakat, 

lcrutama kaum buruh terhadap hak-hak ekonomi, sosial. budaya dan hak-hak 

politiknya. WaJaupun demiJcian kesadaran kritis buruh terhadap berbagai haknya 

bukan merupakan kondisi satu-satunya bagi realisasi kesejahteraan dan 

perlind~gan bagi pekerja. Pacta dimensi inilah terdapat persoalan mengapa 

kesadaran kritis buruh pada ha-hak sipilnya tidak mampu menjamin bahwa 

kesejahteraan mereka terpenuhi. SebaJiknya kesejahteman semakin sulit dipenuhi 

dalam konteks posisi mereka sebagai buruh. 

Sejak "terbitny. Putusan 4 SKB yang didasarkan aturan PER.161MEN1XI2008, 

4912008, 922.1IM-lNDII012008 dan 391M-DAGIPERl1012008 per tanggal 22 

Oktober 2008, dengan nama ~Pemeliharaan momentwn pertumbuhan ekonomi 

nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global', maka 

gelombang protes dan demo buruh di hampir semua kota semakin merebak. 

(Detik.com, 26 Oktober 2009). Penolakan tersebut mcrupakan bentuk sikap buruh 

tcrhadap kebijakan yang tidak memberi pemecahan masalah dalam konflik 

industrial. Keputusan tersebut menetapkan upah minimum tidak melebihi 

pertumbuhan ekonomi nasional. Poin selanjutnya bahwa penetapan upah tidak 

lagi melibatkan pemerintah tapi negosiasi langsung antara pengusaha dan buruh 
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(bipartit). Keberadaan peraturan ini menciptakan kerancuan penetapan upah, 

sehingga menimbulkan penolakan khususnya di kalangan pekeIja dan buruh. 

Penolakan terhadap SKB 4 Menteri terkait krisis global dan ketentuan upah 

minimun 2009 terus bergulir. Sebagian buruh di Jakarta dan Bali turun ke jalan. 

Demo buruh teIjadi beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung , Semarang , 

Medan dan tidak ketinggalan di Surabaya, demo besar-besaran yang teIjadi pada 

hari Rabu tanggal19-11-2008 yang melibatkan ribuan buruh dari berbagai daerah 

selain Surabaya, juga dari Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik. Semua itu dilakukan 

untuk memprotes terbitnya SKB 4 Mente~i. 

Jika penetapan upah minimum buruh diserahkan kepada pengusaha dengan 

disertai pemb~tasan agar tidak, melebihi pertumbuhan ekonomi yang hanya 6 

persen, maka kesejahteraan buruh di Indonesia semakin terancam dan lemah. SKB 

4 Menteri telah mengingkari tujuan negara untuk mengentaskan kemiskinan. Hal 

ini menimbulkan kekhawatiran sebagian kalangan bawah kemiskinan di Indonesia 

akan semakin meningkat. "Dalam kaitan ini Direktur Organisasi Buruh 

'lntemasional untuk Indonesia, Alan Boulto~ menga~ tingkat inflasi yang 

terus tinggi akan menyebabkan kesulitan hidup, dimana banyak orang yang 

pendapatannya antara 10-ribu sampai 20-ribu sehari akan masuk di bawah garis 

kemiskiqan" (detik.com, 29 Oktober 2008). 

Konflik industrial merupakan kondisi yang harus mendapatkan perhatian 

dengan menemukana akar permasa1~ karakter konflik, dan dinamika 

konfliknya. Usaha ini harus diarahkan untuk mencari pemecahan masalah 

sebingga 'buruh tidak semakin terpuruk dan tidak sejahtera. Penelitian ini secara 

khusus dirancang untuk mengkaji konflik industrial dan berbagai hal yang 

menyertainya 'sebingga dapat ditemukan suatu model penyelesaian yang tidak 

merugikan salah satu pibak. 
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BABII 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Lahirnya Kontlik Industrial 

Organisasi industri merupakan sebuah sistem sosial yang sangat kompleks dan 

berada dalam suatu sistem, yang lebih besar, dan memiliki sistem stratifikasi 

tersendiri di dalamnya. Sebagaiman3 diketahui bahwa struktur organisasi industri, 

secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok manajemen 

dan kelompok lini &tau bmuh. 

Pembagian dua kelompok besar ini belpangkal dari leori kelas Mmx tentang 

buruh dan majikan. Titik tolak imaljsa Marx, terdiri. dari apa yang disebutnya 

dengan : "bidang produksi", "hubungan-hubungan produksi", atau "bubungan

hubungan kekayaan". Dalam kegiatan dan proses produksi, hubungan produksi 

merupakan hubungan yang melibatkan semua pihak. 

Hubungan-hubungan tersebut terbentuk karena adanya kepemilikan ekonomis 

atas kekuatan produktif. Di sini para kapitalis menguasai dan ·memiliki alat 

produksi, sementara bmuh hanya memiliki tenaga keJja, sehingga para buruh 

berada di bawah kontrol kapitalis. Dalam kegiatan produksi tersebut, para 

kapitalis inembawa sebuah pembagian kelas antara kelas pekeJja atau proletariat, 

dan kelas kapi1a1is atau borjuis. Hubungan-hubungan kelas tersebut sangat 

poteDsial akan terjadinya konflik karena para buruh dipaksa menjalin hubungan 

yang tidak sederajat. 

Menurut Marx, perusahaanrmdustri merupakan dasar terjadinya perang ketas. 
sehab keUka pcmwahun mulai dengan kegiatan produksinya maka sejak itulah 

konOik dalam kehidupan industri mulai bermunculan. Munculnya konflik ini 

karena adanya berbagai kepentingan yang menyangkut pencapaian keuntungan 

bagi kaum kapitais dan menyangkut kesejahteraan ekonomi kaum burub. Konf1ik 

dalam kehidupan industri ini intensitasnya makin meningkat karena adanya 

tnmpang tindih wewenang dan faktor status 1ainnya, seperti faktor pendapatan 

Tujuan utama kapitalis adalah usaha mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya 

sementara buruh menga1ami kesulitan daIam kebidupan materi untuk memenuhi 

kebutuban bidupnya. Sebagai akibatnya, maka kedua kelompok ini (buruh dan 

3 
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kapitalis) mengalami kesulitan dalam pembentukan organisasi dan semakin 

nampak bahwa stratifikasi sosialnya menyangkut kelompok-kelompok 

kepentingan kelas masing-masing. 

Konflik merupakan fenomena yang sering muncul dalam kehidupan 

masyarakat. Randall Collins yang mengkaji teori konflik dalam kaitannya dengan 

rakyat banyak, mengasumsikan bahwa rakyat banyak sebagai individu senantiasa 

ingin memiliki hal-hal tertentu, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Dalam 

usaha memiliki hal-hal di atas tidak ada individu yang mau kalah secara sukarela, 

sehingga dalam masyarakat akan senantiasa ada konflik sosial. (Zamroni, 1992 : 

33) 

Senada dengan Collins, Lewis A. Coser mendefinisikan konflik sebagai 
\ . 

perselisiban mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, 

kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, dimana 

pibak-pibak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh 

barang yang djinginkan, melainkao juga memojokkan, merugikao, atau 

. mengbancurkan lawan mereka. Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara 

individu-individu, kelompok-kelompok, atau antara individu dengan kelompok.. 

Bagaimaoapun konflik baik yang bersifat antar kelompok maupun yang 

intrakel~mpok (mtem ) menurut Coser, selalu ada di tempat manapun orang bidup 

beIsama(dalam Veeger, 1985: 221). 

Konflik daIam bubungan sosial yang lebih intim dinyatakan Coser (dalam 

Poloma, 1986 : 113) sebagai berikut : "semakin dekat suatu bubungan semakin 

besar raSa kasih sayang yang sudah. tertanam, sehingga semakin besar 

kecendenmgan untuk menekan dibanding mengtmgkapkan permusuhan. " 

Semakin debt suatu bubungan semakin sulit rasa permusuhan diungkapkan, 

tetapi semakjo pentiDg pengungkapaDnya demi mempertahankan bubungan itu 

sendiri, sebab daIam suatu bubuDgan yang intim, keseluruban kepribadian sangat 

boleh jadi terlibat, maka konflik ito, ketika beaar-beDar meledak, mung1cin sekali 

akan sangat keras. 

Susetiawan (2000, 220) memandang konflik juga mempakan sebuab 

mekanisme kontml dalam perusabaan Konflik mengubah kontrol menjadi "two

way trajJU!'.1a tidak Iagi hanya merupakan kontml oleh pibak yang berada di a1as 

4 
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yang mengontrol bawah~ akan tetapi yang di bawah juga mengontrol pibak 

atasan dalam hubungan-hubungan industrial. 

Istilah konflik industrial mengacu pada hubungan konfliktual antara pemilik 

atau majikan dan manajemen di satu pihak dengan para buruh di pibak lain. 

Menurut Nicholas Abercrombie (dalam Susetiaw~ 2000: 216), konflik-konflik 

industrial memiliki manifestasi yang bervariasi. Konflik-konflik seperti misalnya 

pemogokan. sabotase, restriksi output, non-kooperasi, dan lain sebagainya dapat 

terjadi dalam basis individual maupun kolektif. Semua hal tersebut adaIah konlik

konflik yang terbuka dalam hubungan industrial. Sementara yang lainnya 

"terselubung" atau ~rsembunyi" dan dikena1 sebagai konflik 1aten. 

Analisis Susetiawan mengenai konflik Iaten, biasanya muncul bilamana 
\ 

terdapat kontrol organisasi yang kuat yang berusaha mendominasi dan 

mensubordinasi para buruh. Dalam kasus disfungsi organisasi-organisasi pekerja 

di tingkat pabrik serta kegagalan mereka untuk mengartikulasikan kepentingan

kepentingan para buruh, maka konflik uugikan dan para buruh memiliki tendensi 

. untuk lebih terselubung daripada terbuka. 

Akan tetapi, karena organisasi-organisasi buruh pada tingkat perusahaan tidak 

berfungsi, maka konflik-konflik yang terjadi tidak berlangsung secara kolektif. 

MengBP,8? K.arena tidak terdapat tawar-menawar secara terbuka antara para 

nugikan dan buruh, sehingga konflik-konflik cenderung untuk mengambil bentuk 

indiVidual. 

Greenberg dan Baron (dalam Haryani, 2002: 35) memandang munculnya 

koOik disebabkan adanya perbedaan kepentingan daJam perusahaan Menunrtnya, 

konlik merupabn suatu proses yang dihasilkan dari tindakan kelompok atau 

individu yang menmut pandangan kelompokfmdividu lain akan mempunyai 

akibat yang negatif terhadap kepentingannya .Dari kepentingan ini konflik 

mencakup 4 demen kunci, yaitu :1) Kepentingan yang berlawananJberbeda antar 

individu atau kelompok; 2) Menyadari adanya kepentingan yang berlawanan; 3) 

K.eyakinan bahwa individu atau kelompok lain akan menghaJangi 

kepentingannya; dan 4) Tindabn yang mengbalangi kepentingan pihak lain. 

5 
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Selanjutnya Haryani (2002: 36-37) menerangkan muncu1nya konflik dalam 

penlsahaan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang secara umum dibedakan 

menjadi dua, yaitu faktor individual dan faktor organisasi, adaIah sebagai berikut : 

1) Faktor individual 

Faktor individual muncul karena adanya perbedaan karakter individu atau 

karena adanya interaksi antar individu. Yang pertama, perasaan dendam 

terhadap orang lain. Kedua, terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh 

perilaku orang lain. Ketiga, mis-komunikasi yang mengakibatkan pemberian 

makna yang lain. Keempat, yaitu ketidakpercayaan seseorang terhadap yang 

lainnya. 

2) Faktor organisasional 
\ 

Menurut Greenberg dan Baron (dalam Haryani 2002: 37) mereka meringkas 

beberapa faktor organisasional yang menyebabkan konflik misalnya : 

persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang tematas, ketidaIgelasan 

tanggung jawab dan hak hukum, saling kefergantungan antar unit, sistem 

penggajian, adanya diferensiasi produk, dan perbedaan kekuasaan antar 

anggota organisasi. 

~ (2002: 36) menjelaskan bahwa dalam kehidupan organisasi yang 

semakin besar dan kompleks, malta jumlah individu dan kelompok ptm akan 

semakin banyak dibanding sebelumnya. Kepentingan dan keinginan mereka pun 

berbeda-beda. Komentar-komentar yang tidale ramah, keluh kesah, kegelisahan 

yang nampak pada wajah, perilaku gagap, melamun, "melengos", dan ucapan 

yang ketus mempakan ekspresi adan>'a kcmflik. Disamping itu, dampak dan akibat 

koDflik juga lebih luas. Oleh kareDa itu, pihak manajemen disibukkan dengan 

kemarahan, kebenciaD, dan putusnya bubungan antar individu atau antar 

kelompok daIam organisasi. 

SebagaimaM diketahui bahwa dalam system pabrik (mdustri) teIdapat dua 

kelompok ekonomis yaitu kapitalis dan buruh &tau mauajemen dan karyawan. 

(Schneider, 1986: 47). HubUDg8ll yang terjadi di antara keduanya adalah 

bubungan pasar, yang masing-mMing bait kapitalis mauptm buruh memiliki 

kepentingan yang berbeda. DaIam kaitan ini James ~ meagemulraJcan bahwa 
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hubungan antara kapitalis dan buruh yang bersifat asimetris dan eksploitatif dalam 

industri dianggap sebagai sumber konflik yang memungkinkan timbulnya 

perlawanan buruh, terutama apabiJa hubungan eksploitasi telab mencapai tingkat 

tertentu (Basrowi dan Sukidin, 2003: 74). 

Hubungan eksploitasi dan asimetris antara pengusaha dan buruh akan 

melahirkan ketidakpuasan dan kekecewaan di kalangan buruh. Ketidalepuasan dan 

kekecewaan itu lab yang 'dapat menyebabkan teJjadinya suatu gerakan atau 

perlawanan. Konsep tentang breakdown-deprivation dan solidarity mobilization. 

(Hagedorn, Robert, 1983: 516-522) sepertinya dapat digunakan untuk menyimak 

gerakan atau perlawauan buruh. Breakdown-deprivation menunjuk pada 

bembahnya susunan masyarakat tradisional sebagai akibat teJjadinya perubahan 

social yang cepat. Struktur social yang tidale terorganisasi, ledakan jumlah 

penduduk dan ketidakseimbangan lingkungan dapat mengakibatkan teJjadinya 

akumulasi ketegangan, frustasi, rasa tidale aman, dan pada gilirannya akan 

mengakibatkan timbulnya perasaan yang sangat tertekan yang cenderung dapat 

meledak dalam bentuk kekerasan atau kekacauan. 

Keadaan seperti itu tidak dapat dilepaskan dari konsep relative deprivation 

yang menunjuk pada adanya ketidaksesuaian antara value expectations dan value 

capabilities. Value expectations adalah kondisi kebidupan dimaoa masyarakat 

merasakan baknya untuk dapat memiliki. Sedangkan value capabilities, 

merupakan kondisi dimana masyarakat merasa mempunyai kemampuan untuk 

meraih apa yang diharapkan. Kekurangan yang melekat pada konsep breakdown

deprivation' inilah yang mengakibatkan konsep pendukungnya yaitu solidarity

mobilization. Konsep iDi menyetujui bahwa bertambahnya perasaan tidale puas 

dan keluhan-keluban yang cukup mendalam terbadap kondisi yang ada merupakan 

yang pentiDg untuk menje1askan muncul dan berkembangnya suatu gerakm. 

tetapi penganut,koosep iDi mengk1ajm bahwa suatu gerakan m1Jngkin tidak 

muncu1 waIaupun ada perasaan tidale puas yang meilms di kaJangan 

PlasyaJralalt. Ada. kemungkinan hal iDi disebabkan relatif lemahnya kemampuan 

bertindak secara kolektif (bersama), dan kemtmgldnan akan keberhasilan 

1iIK1ala1D bersama sedemiJcjan kccil. 

7 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN SUTINAH PEMETAAN DAN PENYUSUNAN ....



2.2 Negara daD Pel'8DDya dalam melahirkaD KODfIik IDdustrial 

MuncuInya konflik buruh dan majikan atau lebih sering dikenaI dengan 

konflik industriaI, tidak dapat dilepaskan dari hubungan yang melibatkan tiga 

kompanen besar yaitu Negara, Modal dan massa Buruh, yang lebih dikenaI 

dengan segitiga industri. Yang dimaksud dengan segitiga industri adaIah suatu 

pala hubungan antara tiga ;kekuatan utama yang Iangsung atau tidak Jangsung 

terlibat dalam proses produksi. Kekuatan itu adalah: I) Pengusaha; 2) Bumb; dan 

Negara (state apparatus). (Wibawanto, Baskara dan Jimadara, 1998: 39). Relasi 

ketiga kekuatan itu sangat menark dan mewamai serta membentuk sifat hubungan 

industri (produksi) yang teJjadi. Segitiga industri tersebut merupakan 

pengembangan suatu kenmgka Yang dibuat oleh Sri~ Arief dalam menjelaskan 

"dialektika ekonomi perkebunan".(Wibawanto, Baskoro dan Jimadara: 1998:40) 

Da1am kerangka analisisnya Sritua Arief menjelaskan bahwa pergantian 

kekuasaan dari kolonia! kepada pihak nasional, temyata tidak secara signifikan 

mengubah relasi yang ada, dan sebagai akibatnya buruh berada pada posisi yang 

sarna. 

Diagram 1.1 Segitiga lndustri (dllJamAriej', 1990,207) 

NEGARA I • • I MODAL 

I MASSA BURUH 

Pada awal industrialisasi dikembangkan, maka terjadi hubungan yang 

harmonis antara ne8ara dan modal. Hal ito tedihat dalam proses birokratisasi dan 

kOlpOratisasi, di mana neg&ra secara sistemadk dirancang dan dikembangkan 

untuk bemeran mendukung kepentingan kapital agar industrialisasi dan investasi 

tumbuh dan berkembang dengan cepat dan aman. DaIam hal ini, negara 

memberikan saluran untuk akumulasi, ebpansi dan keabsahan eksploitasi tonsep.. 

koDSep perburuhan yang diwujudkan daIam kebijakan, miSl1lnya koDSep meogeuai 
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upah. (Wibawanto, Baskoro dan Jimadara: 1998:41). Hubungan hannonis yang 

terjadi antara modal dan negara dapat dilihat sebagai suatu proses yang 

memungkinkan kekuatan modal untuk menguasai sumberdaya produktif secara 

legal, akibatnya timbul kontlik berkepanjangan. 

Selama lebih dua dasawarsa hubungan barmonis antara negara dan modal. 

berhadapan dengan buruh telah meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan dalam 

akumulasi modal. Meskiptm demiki~ hubungan yang hannonis antara negara 

dan modal tersebut berlangsung bukannya tanpa syarat. Syar&t inilah yang 

kemudian dianggap sebagai bentuk kepentingan negara yaitu berupa sejumlah 

pem.biayaan yang hams dikeluarkan pengusaha dengan daIih untuk memperlancar 

dan mengamanJran jalannya ~ produksi. Dalam perkembangan selanjutnya, 
\ 

pengusaha mulai mempertanyakan intervensi pemerintahlnegara dalam kegiatan 

produksi, sebab biaya yang dikeluarkan untuk menjalin hubungan yang harmoni 

tersebut semak:in mabal. 

Berkembangnya pertanyaan tentang peran negara dalam kegiatan produksi dan 

; pengaturan industri, terkait dengan perkembangan dunia intemasional yang 

berkepentingan terbadap efektivitas peran negara atau menurunkan peran negma 

dalam lapangan ekonomi, yang dianggap dapat menimbulkan distorsi pasar. Hal 

ini ~ bahwa hubungan segitiga industri, sangat efektif menekan resistensi 

buruh. Da1am konteks aktuaI, model segitiga dengan fokus pada buruh merupakan 

struktur hubungan yang sangat merugikan buruh dan akhirnya akan 

mempersempit peluang bmuh untuk menjngkatkan kesejahteman melalui pabrik. 

(Wibaw8nto, Baskoro dan Jimadara: 1998:42-44) Dengan kata lain dengan 

segitiga industri posisi berakibat buruh semak:in termarginaI. 

Da1am poSisi ini, semestinya negara bersikap netral dan mampu menjaga 

hubungan yang bait dengan buruh dan pemodal secara adil dan proporsional. 

Negara merupakan pengontrol yang dituntut mampu mengakomodasikao 

kepentingan keJas..kelas yang berada di bawahnya. Meskipun, pada dasamya 

individu-individu dalam negara merupakan anggota salah satu kelas, namun 

sikap netral negara tetap menjadi tuntutan semua pihak. Akan tetapi, dalam 

kenya1aan historis, belum pemah ada preseden bahwa negara adalsh netraI. Fakta

fiIkta sejarah menuqjuldam. bahwa cIalam kontlik antara buruh-majikan, negara 

9 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN SUTINAH PEMETAAN DAN PENYUSUNAN ....



selalu berpibak pada pemilik modal, Seperti contoh, ketika pemerintah berniat 

menaikkan upah minimum regional -sekarang disebut upah minimum propinsi

maka mendadak sontak, para pemilik modal yang tergabung dalam Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo), menolak rencana tersebut. Alasan yang 

dikemukakan, jika pemerintah tetap menaikkan UMP pengusaha akan melakukan 

rasionalisasi (pemecatan) terbadap buruh dan alasan lain adalah bila situasi 

ekonomi tidak segera kondusif maka ancaman para investor akan hengkang ke 

luar negeri. Bagaimana sikap negara? Protes para pemilik modal itu temyata 

dipenuhi sehingga rencana menaikkan upah dibatalkan.( Amiruddin "Refonnasi: 

Anti Gerakan Buruh, " Diponegoro 74, jumal Hokum dan Demokrasi, YLBHI, 

jakarta, 1999). 
\ 

KeberpihakaD negara terbadap pemilik modal sudah berlangsung lama, bisa 

dilihat satu-persatu, mulai dari pemasungan hak berorganisasi, larangan untuk 

mogok, politik upah, politik shift, politik pengendalian dan pengendalian politik, 

tindak kekerasan terbadap aksi-aksi kaum buruh dan penangkapan serta 

. pemenjaraan para aktivisnya. Belum Iagi ditambah dengan pemberian upah yang 

sangat rendah, lingkungan pemukiman yang kurnub, hingga kondlsi kerja pabrik 

yang rawan kecelakaan. Kebijakan terakhir yang dibuat adalah Surat Keputusan 

8ersaIna: 4 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Menteri Perindustrian , Menteri Da1am Negeri dan Menteri 

Perd8gangan. 

1.3 KoalJik IndllltrW: Kategorisasi daD. PeayebabDya 

Studi yang dilabdam oleh Sutinah, dkk (2007), menemukan bahwa pasca 

reformasi intensitas dan gejolak terjadinya konflik antara buruh, perusabaan dan 

pemeri.atah cendenmg men;ngkst, dan bahJcan dengan skala yang terkadang luar 

bias&: meHbatkan -rlbuan buruh dan memaC'dkan kondisiJalu-1intas 'yang ujung

ujungnya merugikan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa 

Tour. Selain itu dalam studi ini juga menemukan akar penyebab terjadinya 

koDflik industrial dalam banyak hal karena perbedaan kepentingan dan berbasis 

pembagian material yang diaiIai kurang adil dan hubungan sosial yang berjarak 

antara buruh dan'perusahaan. Sebagai bagian dari teuaga produksi, buruh acapkali 
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masih diposisikan sebagai beban perusahaan. Tidak jarang pula terjadi, buruh 

memperoleh perlakuan yang tersubordinasi, kurang terbuka, dan bahkan 

dilecebkan, sehingga potensi terjadinya konflik industrial memang bisa dipahami 

jib relatif tinggi -tergantung pada ada-tidaknya faktor pemercepa1 (precipitating 

factors) terjadinya konflik yang terbuka. 

Susetiawan (2000, 328) dalam penelitiannya tentang konflik social 

menemukan bahwa worldng conditions yang berlangsung di perusahaan 

diputuskan secara sepihak oleh lIl8II2\iemen perusabaan, sementara ideologi 

barmoni dalam Hubungan Industrial Pancasila (HIP) justru menghasilkan konflik 

serta ketidakberdayaan organisasi buruh. Selain itu konflik yang terjadi antara 

buruh dan manajemen dapat terj.m secara terbuka atau tersem.bunyi (terselubung). 
\ 

Konflik terbuka tidale diekspresikan secara kolektif melainJcan individual, dan 

buruh yang yang secara terbuka mengkritik keputusan manajemen sering dipecat 

dengan alasan mengbambat proses produksi. Sementara koDflik laten terjadi 

kareua kontrol yang sangat kuat oleh manajemen yang mampu memluksi 

. inefisiensi buruh, tetapi justru meningkatkan konflik-konflik yang mengabaikan 

prinsip-prinsip etis. Dengan demikian konflik industrial tidale dapat dieliminasi 

dengan ketatnya kontrol manajemen. 

Mo~que Borrel (2004) da1am penelitiannya di Perancis menyimpulkan bahwa 

ada empat kategori konflik; 1) pemogokan yang terlokalisir; 2) pemogokan yang 

tergeDarllisir; 3) gelombang pemogokan; serta 4) pemogokan demonstrasi 

nasional. Menurut Borrel, keempat kategori tersebut berbeda karena dua alasan. 

Pertama, 'Icstegori-kategori tersebut dipengaruhi oleb fBktor-fBktor yang berbeda. 

Kedua, dampsk ·pemogokan bagi perekonomian dan masyarakat berbeda. 
tergantung pads kategorinya sehab para pekeIja mengejar kepentinganltujuan 

yang berbeda melalui masing-masing kategori. 

Selaqjumya Monique Borrel (2004) berargumentasi bahwa: (i) pam pekerja 

mengguuakan pemogokan yang terlokalisir untuk memperoleh peningkatan 

sementara da1am hal pekerjaan dan tunjangan hidup, terutama kenaikan gaji; (li) 

merek.a (pekerja) menerapkan pemogokan yang tergena1isir dan gelombang 

pemogokan untuk mendapatbn peIbaDam-peJ:ba yang tetap dan terlembaga 

seperti peningkatan keuntuDgan sosial yang bervariasi, upab minimum, asunmsi, 
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serta pengurangan jam kerja; dan (iii) mereka berpartisipasi dalam pemogokan 

demonstrasi nasional untuk mendukung partai-partai sayap kiri serta strategi 

serikat kerja yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan poitik. Dengan 

demildan. tujuan utama pekerja adalah untuk mempeljuangkan perbaikan 

permanen yang tidak lagi dipentingkan oleh kegiatan politik yang menyimpang. 

Sebagaimana diketahui bahwa bingga akhir era industri pada ahad xx, ekonomi 

dan sejarah soial PeranciS telah tercirikan dengan adanya demonstrasi besar

besaran yang terus berulang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari tabun 

1950 hiogga awal 1980-an, pemogokan liar serta demonstrasi besar-besaran 

(massa) di Perancis lebih memainkan peranan yang sangat menentukan dalam 

membentuk ~an ekono~ dan sosiopolitik daripada di negara-negara 

industri terkemuka di Eropa bagian barat dan di Amerika Serikat. 

Jonathan P. Sale, (2003), mengemukakan bahwa ada kelompok pemikiran 

yang berbeda tentang kontlik industri. Kalangan penganut paham pluralis 

mengatakan bahwa kontlik industri tak dapat dihindari karena pembagian-

. pembagian kelompok kepentingaD, yang tentu memerlukan suatu jaringan atunm 

untuk manajemen dan pemecahan konflik. Kalangan Mands berpendapat bahwa 

perpecaban-perpecahan kelas sosial berada di akar konflik dan bahwa ada suatu 

kebqtll~n untuk mengalammkan hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang 

tidak: seimbang di tempat kerja dan masyarakat yang lebih besar. 

Fauchuex dan Rojot (dalam Sale, 2003) menyatakan bahwa konflik adalah 

daya penggerak suatu sistem hubungan industri dan bahwa aturan-aturan didesain 

untuk memuat kegeHsaban tenaga kerja.. John Durlop dan para ana1is sistem 

membnkf11am bahwa konflik ada di maua-mana oamun merupakan periIaku yang 

menyimpang.' Mereka merasakan kebutuhan akan suatu sistem atman untuk 

mengelola dan memecahkan ketegangan tempat kelja, yang meb"hadam tip aktor 

mama daIam suatu sistem hubungan-hubuDgan industri - pemerintah, peogusaha 

dan karyawan. 

Selain ita Jonathan P. Sale, (2003), juga membedakan koDflik kooperatjf dan 

kompetitif. Teori konflik kooperatjf menUDjukkan bahwa para pengusaha dan 

karyawan dapat memiliki tlguan bersama. Kontlik timbul terutama karena pihak

pihak mem.penJebatbn cam terbaik mencapai kepen1ingan-kep umum 
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mereka. Sementara teori konflik kompetitif menunjukkan bahwa tenaga ketja dan 

manajemen memiliki tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang 

berlawanan. Se1ain itu, Sale (2003), membedakan tingkatan konflik, 1) konflik 

yang teJjadi di tingkat hubungan-hubungan distribusi. Konflik di tingkat distribusi 

berarti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai alokasi pengbargaan ekonomi di 

tempat kerja. Oi tingkat kontlik ini, hasilnya bisa berupa konflik atau larangan 

masuk. 2) kontlik struktu.Ial. Di tingkat ~ konflik bisa timbul karena 

organisasi didesain dengan buruk hingga tidak bisa menyesnaikan dengan 

perubahan-perubahan di lingkungan bisnis. Suatu contoh biasa adalah seorang 

bawahan yang menerima dua petunjuk yang bertentangan dari dua orang atasan. 

3) tingkat hubungan manusia. Kontlik di tingkat hubungan-hubungan manusia 
\ . 

me[l1pakan konflik yang paling umum di antara ketiga konflik. Di tingkat ini, 

konflik bisa berasal dari pembedaan orientasi-orientasi sosial di antara para 

individu, kelompok-kelompok atau tenaga keJja dan manajemen. Beberapa akibat 

MaIsh pengasingan individu dan ketegangan kelompok. 

Menunn Michael Poole (1985), suatu pemogokan, sebagai indikator khusus 

konflik industrl, memiliki empat dimensi,: (i) frekuensi, banyaknya kemacetan 

pekerjaan dalam suatu unit analisis pada suatu periode waktu khusus; (ii) luasnya, 

ban~ya pekerja yang berpartisipasi dalam kemacetan pekerjaan; (iii) lamanya, 

1amanya kemacetan, bisanya dalam. orang-hari pekerjaan yang hilang; dan (iv) 

dampak, banyaknya hari ketja yang hilang karena kemacetan. 

Ada korelasi antam aktivitas pemogokan dan struktur tawar menawar. 

Douglas 'Hibbs (1976) menunjukkan daIam suatu studi yang meliputi beberapa 

masyarakat nugu yang aktivitas pemogokaonya lebih tinggi di negara-negara di 

mana struktui tawar-menawar terdesentralisasi (tawar-menawar peru.cwbaan dan 

pabrilc) dan lebih rendah di negara-negara yang telah memiliId sistem tawar

menawar yang tersentraIisasi &tau sangst tersentralisasi (tawar-menawar di 

seluruh industri atau di seluruh perekonomian). Dalam hukum PhilippiDa, tawar

menawar bersama teJjadi di tingkat perusalman dan pabrik. 
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2.4 PemetaaD KoDflik 

Pemetaan konflik dilalrukan untuk membuat deskripsi pendahuluan mengenai 

berbagai sikap, perilaku yang berkembang dalam dinamika konflik. Pemetaan 

kontlik, menurut Fisher (2001) meliputi pemetaan pihak yang berkonflik dan 

berbagai aspirasi pihak-pibak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang 

digunakan menggam~ konllik secara gratis, menghubungkan pihak-pihak 

dengan masalah dan dengan pihak lainnya. 

Miall (Miall, Romsbotbam dan Wood, 2003) membuat panduan pemetaan 

konflik untuk melibat pihak-pibak yang bertikai dan persoalannya (Novri Susan, 

2009): 

1. Siapa yang menjadi inti pihak bertibi? Apa su~ kelompok internal mereka 

dan pada apa mereka tergantung? 

2. Apa yang menjadi perosoalan konflik? Apa mungkin membedakan antara 

posisi, kepentingan (kepentingan materi, niIai, hubungan) dan kbutuhan? 

3. Apa hubungan antara pihak-pihak yang bertikai? Apakah ada 

ketidaksimetrisan kuantitatif dan kualitatif? 

4. Apa persepsi penyebab dan sifat konflik di antara pihak-pihak yang bertikai? 

5. Apa periIaku akhir-akbir ini pihak-pihak yang bertikai (apakah konflik 

da1am Case eskalasi stau pada Case deeskalasi)? 

6. .Siapa pemimpin pihak-pihak yang bertika.i? Pada tingkat elit dan individual, 

apa tujuan, kebijakan, kepentingan, kekuatan dan kelemahan re1atifmereka? 

Wehr dan Bartos (2003), juga memberi teknik pemetaan konflik, yaitu 

dengan; 1) Specify lhe context yang menelusuri informasi mengenai sejarah 

konflik dan bentuk fisik dan tata organisasi yang berkonflik; 2) Identify lhe 

parties menemukan siapakab yang menjadi pibak-pihak yang berkonflik, 3) 

Separate causes from consequences. Seorang peneliti perlu memisahkan apa yang 

menjadi sebab akar konflik dan akibat-akibat sampiDgan dari konflik; 4) Separate 

goals from interest. Goals adalah sasaran selama proses kontlik lebih spesifik. 

K.epentingan adalah kosekuensi secara keseluruban yang diinginkari basil konflik 

dad seluruh pihak yang tedibat; S) Understand lhe dynamics. Dinamika adatah 

perkembaDgan sitausi-situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan pam 
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pihak berkonflik.; 6) Search for positive /unctions, adaIah menemukan bentuk

bentuk perilaku yang memungkinkan konflik yang mengarah pada penyelesaian; 

dan 7) Understand the regulation potential. Bagaimana aturan legal seperti 

undang-undang bisa mengintervensi atau menggawangi proses konflik. (Novri 

Susan, 2009) 

Satu model lain pemetaan konflik multidisipliner dikembangkan oleh sosiolog 

dari UN-University for Peace , Amr Abdalla yaitu model SIP ABIO (2002). 

SIP ABIO ada;ah: 

I. Source (sumber konflik) Konflik disebabkan oleh sumber-sumber yang 

berbeda sehingga melahirkan tipe-tipe kontlik berbeda 

2. Issues (~-isu). Isu men~juk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang 

tidak sejalan di antara pihak bertikai 

3. Parties (pihak) Pihak berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam 

konflik baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan 

kepentingan, pibak sekunder yang secara tidak 1angsung terkait dengan 

kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan 

konflik. 

4. Attitudes/feelings (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang 

~ pola perilaku konflik 

S. Behavior (periIakuItinda). Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pibak 

berkonflik, baik muncu1 daIam bentuk coercive action dan non coercive 

action 

6. Intmention (campur tangsn pibak lain) Intervensi adalab tindakan sosial 

dari pibak ne1lal yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik untuk 

menemukan penyeJesaian. 

7. Outcomes (hasil akhir) Outcome adalah dampak dari berbagai tindakan 

pihak-pihak yang beIkonflik daIam bentuk situasi. (Novri Susan, 2009) 

DaIam kaitan tersebut di atas, Conn (dalam Agostino, 20(4) menyataJam 

bahwa kont1ik pada haJdbmya tentiri dari dua jenis. Pertama, konflik negatif 

(destrukIij) yakni segaIa bentuk konftik yang bersifat disfungsional di mana aktor-
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konflik negatif atau destruktif masing-masing pihak biasanya menutup berbagai 

kemnngkinan negoisasi sehingga prospek resolusinya menjadi bampir mustahil. 

K.edua, kontlik positif (/construktif), yakni setiap bentuk konflik yang apabila di 

kelola secara kreatif dapat mengbasilkan suatu konsensus untuk mengembangkan 

dialog dalam rangka menegakkan perdamaian (dialogical democracy). Dengan 

demikian kontlik positif atau konstruktif dapat membantu memperkuat hubungan 

antar kelompok &tau masy8rakat terutama dalam upaya untuk mencari pijakkan 

nilai-niJai dan nonna-norma yang diterima bersama 

Siapa pun yang berpendapaat tentang pemetaan konflik pads intinya adalah 

tentang pola atau bentuk konflik yang didasarkan pads sebab-sebab terjadin18 

konflik, siapa yang terlibat, spa yang dilakukan dan apa yang dihasilkan atau , 

dampak dad konflik yang dilakukan, sebingga dengan pemetaan ini dapat pula 

disusun suatu model penyelesaian konflik atas dasar peta konflik tersebut. 

2.5 Peagelolaaa KoaOik 

Dalam kajian tentang konfl~ pengelolaan konflik. bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kontlik yang mengbasilkan bentuk-bentuk kekeraSan, baik langsung 

maupun structural. Rubenstein mengemulcakao bahwa pengelolaan konflik 

~uail untuk memoderasi ataumemberadabkan efek-efek konflik tanpa perlu 

meua,ngani akar kontlik dan sebab-sebabnya (Rubenstain, 1996 dalam Novri 

Susan, 2009). Teori pengelolaan konflik menjelaskan bahwa semua konflik tidak 

pedu ~lec;ajlcan, tetapi mempelajari hagaimana mengelola berbagai konflik 

sehingga dapat mengurangi eskalasi konflik kekerasan. Carpenter dan Kennedy 

berpendapat ~wa tantangan pada pengelola konflik bukan menghapus konOik 

melainbn mengatasi perbedaan se produktif mlmgkin (1988). Dengan demikian 

bait Rubenstain (1996) dan Carpenter (1988) secara eksplisit istiIah pngelolaan 

konftik &dalab upa18 pencegahan konftik dari kekemsan tanpa harus mencapai 

pemecahan masalah. (dalam Novri Susan, 20(9). 

Otomar J. Bartos dan Paul Wehr, 2003 (dalam Novri Susan, 20(9) 

mengkategorikan perilaku konflik ke daIam posisi yang ber1awanan, yaitu 

perilaku koersif dan perilaku nookoersif. Peri1aku koersif adaJab auC8D1an Iroersi, 

noDkekerasan dan kekerasan koersi, sedangkan perilaku noDkoersif adalah 
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kerjasama mumi menjanjikan hadiah dan persuasi (2003). Pengertian ini 

memperjelas definisi pengelolaan konflik sebagai praktik strategi konflik yang 

setiap pihak harus ahli dalam berkonflik. Pengelolaan konflik adalah proses 

dimana setiap pihak, tennasuk pihak ketiga menggunakan keahlian dan 

pengetahuannya untuk menciptakan strategi konflik yang tepat. Aspek lain 

pengelolaan konflik adalah bagaimana suatu wewenang ditegakkan oleh pihak 

yang berkonflik atau pihak ketiga, sehingga mampu menekan munculnya 

kekerasan dalam konflik dengan menggunakan sepenmgkat kekuasaan dan 

kekuatan. 

Beberapa ilmuwan sosial mendefinisikan pegelolaan konflik sebagai konsep yang 

tidak banya bertujuan mencegah kekerasan dalam kontlik melalui praktek 
\ 

pengelolaan tetapi juga mentransformasi koDflik. Dengan demikian pengelolaan 

konflik bukan hanya conflict containmente tetapi tentang bagaimana 

mengkonstruksi pemecahan masalah dan menangani akar-akar koDflik. Hamad 

(2005) beragumentasi bahwa management tidak banya tentang "to manage atau to 

. cope with tetapi juga to administer'. Dia menyatakan pengelolaan konflik satu 

disiplin atau istilah yang bisa dimanfatkan juga untuk mentransfonnasi konflik 

(Hamad 2007 dalam Novri Susan, 2009». 
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BAB III 

TUJUAN PENELITIAN 

1.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dianihkan untuk merumuskan suatu model penyelesaian 

konflik industrial dan tersusunnya peta konflik industrial yang terjadi di 

kabupatenlkota di Provinsi Jawa Timur. Adapun secara tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. M~ngidentifikasi faktor penyebab teljadinya konflik industrial di 

Provinsi Jawa Timur 

2. Memetakan konflik industrial yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. 

3. Mengetahui pengelolaan konflik industrial yang tetjadi. 

4. Mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan oleh konflik industrial yang 

teljadi di kabupatenlkota di Provinsi Jawa Timur baik pada buruh 

maupun pengusaha. 

5. Merumuskan suatu model untuk menyelesaikan konflik industrial yang 

tetjadi di kabupatenlkota di Provinsi Jawa Timur. 

1.2 Urgensi (Keutamaan) 

Masalah ketenagakeJjaan di Indonesia sepertinya tidak pemah berhenti 

bahkan penanganan dari masalah yang 'satu ke masalah yang lain pun tidak 

pemah membuahkan basil yang maksimal. Belum tuntas kisruh dan 

ketidakberpihakan pemerintah terhadap buruh dalam masalah outsourcing dan 

karyawan kontrak kini pemerintah kembali membuat kebijakan yang dinilai 

banyak pihak tenrt8ma kaum buruh sangat tidak berpihak dan memgikan pekerja. 

Dengan kebijakan yang baru ini, pemerintah terkesan lebih senang 

'menyelamatkan' para pengusaha daripada rakyat keeil. Sementara tujuan 

pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan social. 

K.ebijakan bam itu adalah lahimya Surat K.eputusan Bersama (SKB) 4 

Menteri yaitu 'Pemeliharaan momentum pertwnbuhan ekonomi nasional dalam 
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mengantisipasi perkembangan perekonomian global' yang berisi tentang aturan 

baru mengenai upah minimum buruh. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa 

pemerintah lebih berpihak pada para investor (pengusaha) daripada buruh yang 

nota bene adalah rakyat keeil. sebab dalam SKB disebutkan bahwa penetapan upah 

tidak lagi melibatkan pemerintah, melainkan negosiasi langsung antara pengusaha 

dan buruh (bipartit). Pemerintah kini tidak lagi 'ikut campur' dalam negosiasi 

UMR (UMP/K) terutama d81am masa krisis global. Tujuan SKB ini adalah untuk 

mencegah dampak krisis fmansial terhadap sektor-sektor riil, terutama untuk 

mencegah terjadinya PHK. Padahal ada atau tidak adanya SKB, pengusaha kapan 

pun dapat melakukan PHK. terhadap buruhnya. 

Jika S~ tersebut berw:-benar dilaksanakan, maka penetapan upah 

dilimpahkan dan ditentukan oleh kehendak pasar (bipartit) dan berdasar atas 

kesepakatan bilateral antara pengusaha dan serikat pekeJja, akibatnya akan 

membuat daya jual beli masyarakat justru semakin menurun. Sebelumnya 

penetapan UMR (UMP/K) telah ditetapkan oleh Undang-Undang No 13 tabun 

'2003 tentang KetenagakeJjaan yang menyebutkan upah minimwn harus sesuai 

biaya kebutuban hidup layak (KHL) yang ditetapkan oleh berbagai unsur 

termasuk di dalamnya adalah pemerintah, pengusaha dan buruh. Sesuai dengan 

keten~ Undang-Undang KetenagakeJjaan tersebut, maka jaminan dan 

penegakan hak-hak buruh dilakukan oleh negara. Negara yang seharusnya 

menj8Iankan peran pengawasan dan menjadi ujung tombak untuk melakukan 

upaya pencegahan te1jadinya pelanggaran hak-bak buruh dan harus mengambil 

tindakan'tegas menghadapi para pelanggar hak-hak buruh. Akan tetapi, karena 

kondisi krisis keuangan global, pemerintah sepakat mengeluarkan SKB yang 

menyerahkan 'penetapan upah pada pengusaha dan buruh. Bisa dibayangkan, 

ketika pemerintah dilibatkan dalam penetapan UMPIK saja pengusaha belum 

tentu sepakat dan' tidak seidkit perusabaan yang menunda upah yang telah 

ditetapkan pemerintah, maka bagaimana jika semua diserabkan pada pengusaha 

dan buruh. 

Untuk diketahui bahwa dalam kondisi seperti apa pun, posisi tawar 

urubIpekerja sudah rendab, apalagi jika laisis teros meningkat dan tak kunjung 

gani akibatnya adaIah pekerja (buruh) semakin tidak berdaya dan semakin 
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'- . 

menyadari benar posisinya yang serba sulit. Salah satu penyebabnya adanya 

asumsi bahwa di pasar tenaga kerja terjadi penawaran tenaga kerja (supply) akibat 

melimpahnya jumlah pencari kerj~ pengangguran dan meningkatnya jumlah 

penduduk migran yang mencoba mengadu nasib mencari kerja di kota besar yang 

melebihi pennintaan (demand), dan titik-titik lemah inilah yang seringkali 

disadari benar oleh para investor untuk membuat para pekerja/buruh pasrah 

menerima nasib, menerinia upah yang tak. pernah bergerak ke taraf yang 

diklasifikasikan layak dan adil, sehingga pengusaha mempWlyai kekuatan Wltuk 

menekan upah (pressure). Kondisi seperti ini, mengakibatkan kekuatan tawar 

pekerja/ buruh (bargainning-power) tidak semakin keeil untuk tidak mengatakan 

tidak ada. . 

Dengan kondisi yang tertekan ini maka timbullah kesadaran pekerja akan hak

haknya, sebingga mWlcul dorongan Wltuk melakukan Wljuk rasa sebagai 

pengungkapan kekuatan akan keberadaannya. Ditambah dengan pengetahuan 

mereka akan apa yang disebut UMR (UMPIK), buruh semakin sadar dan 

"beranggapan bahwa UMR yang mereka terima belum memenuhi standar. Padahal 

pengusaha memandang UMR (UMPIK) yang belum memenuhi standar tersebut 

lebih disebabkan adanya biaya tinggi dalam produksi, yang herupa pWlgutan

pWlgu~. 

Situasi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini, persaingan untuk 

menarlk investor dengan heberapa negara lain menjadi sangat ketat, masing

masing negara berusaha dengan keras untuk menawarkan ikIim investasi yang 

kondusif dan kompetitif. Di negara kit&, Indonesia menggunakan suatu cara yang 

dianggap dapat menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya yaitu 

dengan cara menawarkan upah buruh yang relative rendah. Selain itu negara juga 

membatasi roang gerak dan hak pekerja untuk berpartisipasi secara politik serta 

melakukan demonstrasi yang semestinya menjadi hak pekerja sebagaimana 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan .. 

Sebaliknya, para investor atau pemilik modal pun dalam menjalankan 

usahanya sudah harang tentu tidak mau dirugikan dengan berbagai biaya yang 

telah mere1ca keluarkan. Tidak mengherankan lagi, jika pengusaha selalu 
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memperhitungkan biaya yang dikeluarkan tersebut ke dalam penghitungan harga 

jual produk sehingga harga menjadi lebih tinggi, artinya beban pengusaha juga 

dialihkan pada konsumen. Cam lain yang tidak pemah ditinggalkan oleh 

pengusaha adalah memindahkan beban biaya produksi tersebut pada upah buruh 

atau gaji pekeJja Bagi pemilik modal atau investor, upah buruh merupakan biaya 

produksi yang paling lentur, sehingga jauh lebih mudah menekan upah buruh atau 

dengan mempertahankan upah tetap rendah daripada harus berhadapan dengan 

kekuatan birokrasi dan pasar. Jika alternative kedua yang diambil, maka lagi-Iagi 

buruh lah yang harus menanggung beban pengusaha 

Akibatnya, kehidupan buruh tidak sejalan dengan laju produksi pabrik, dan 

kemudian me~ahirkan pertany~ mengapa prestasi produksi, kerja keras buruh 

dan sejumlah pengorbanan lain yang telah dikeluarkan tidak pernah membawa 

perbaikan kualitas kebidupan buruh? Bahlean tuntutan perbaikan bidup buruh pun 

tidak pernah dipenuhi jib wi buruh tidak dilakukan secara bersama dan besar

besaran (kolektif). Sebagai konsekuensinya konflik pun tidak pemah 

. terselesaikan. Hingga sekarang, pengorbanan tetap saja melekat di kalangan buruh 

yaitu dengan menerima upah yang rendah dan dieksploitasi dengan dalih sebagai 

keunggulan komparatif agar investasi masuk ke Indonesia Sayangnya pemerintah 

dan pengusaha tidak pemah menyadari bahwa pekerja (buruh) sebenamya telah 

berjasa besar untuk mencapai sukses ekonomi secara makro. 

Sebagaimana diketabui bahwa sejak beberapa tabun terakhir ini tidak sedikit 

perusahaan yang hengkang dari negeri ini. Banyak hal yang menyebabkannya, 

antara Imn, masalah perburuhan yang dikenal dengan konflik industrial. Dengan 

demikian ada dua fenomena yang muncul sekaligus dan menarik. Di satu sisi 

adanya aksi bUruh dalam bentuk demonstrasi atau mogok keJja dan di sisi lain 

adanya isu investor hengkang alias mencabut, merelokasi, membatalkan rencana 

investasinya. Kedua fenomena itu menjadi senjata bagi masing-masing pihak. 

Yang seringkali tidak dicennati adalah dampak dari adanya aksi mogok 

pekeJjalburuh yaitu rusaknya piranti lunak berupa hubungan atau relationship 

antara pekerja dengan pihak manajemen. Sesungguhnya rusaknya relationship itu 

merupakan biaya yang sangat besar, bahkan lebih besar misalnya dibandingkan 

dengan merosotnya tingkat produksi ataupun rusaknya bangunan ataupun 
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berbagai peralatan sebagai akibat aksi brutaVekses dari pemogokan. Bahkan untuk 

m.embangun kembali bubungan itu ke tingkat semula tidak semurah dan semudah 

dibayangkan banyak orang. Pada hal di bidang perekonomian bubungan industrial 

antara pekerja dan investor saling terkait, untuk itu harus tetap dijaga agar tercipta 

ilkim yang sejuk dan kondusif sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat 

Jika human relation telanjur retak, maka akan berdampak pada menurunnya 

rasa memiliki pekerja (buruh) terhadap perusahaan. Jelas, dampak berikutnya 

adalah merosotnya produktivitas tenaga kerja Kalau ini dibiarkan berlarut -

sementara tuntutan· kenaikan upah tetap terus diupayakan pekerja- maka 

perusabaan akan merugi. 8agi perusahaan, banyak cara yang digunakan untuk 
\ . 

menutup kerugian itu, satu di antaranya PHK. (pemutusan Hubungan Kerja). 

Namun, tampaknya cara semacam itu tidak mengakhiri masalah bahkan 

cenderung tidak populer bagi manajemen. Mengapa? Pasalnya, upaya PHK justru 

akan memicu solidaritas pekerja menjadi lebih solid. Pada titik inilah perusahaan 

. menghadapi buah simalakama (AD Upbadi, pengajar di FE dan MM Undip 

Semarang dalam www.kompas.comlread). 

Dua senjata yaitu aksi buruh dalam bentuk demonstrasi atau mogok kerja dan 

isu investor hengkang alias mencabut, merelokasi, membatalkan rencana investasi 

tersebut mempunyai fungsi yang sarna yaitu sarna-sarna untuk menekan 

pemerintah. Mengapa demikian? Sebab, .pemerintah yang seharusnya berperan 

menjadi penen~ dalam kenyataan hanya bisa menghindar apabila kedua 

fenomena tersebut meledak. Apabila salah satu fenomena meledak, maka 

pemerintah mulai bereaksi. Temyata apa yang terjadi tidak jauh beda dengan 

fenomena yang lain, yaitu terlambat untuk menanganinya. Artinya pemerintah 

baru beraksi setelah terjadi "kasus" seperti PHI<., benar-benar investor hengkang. 

Di sini pemerintah mulai bergerak ketika massa buruh telanjur m~ dan 

sebaliknya, pengusaha pun tak kalah sengitnya, dengan melemparkan isu akan 

hengkang ke luar negeri. Sampai saat ini pun masalah-masalah yang dihadapi 

buruh dan pengusaha masih saja belum terselesaikan. Demonstrasi ribuan buruh 

beberapa industri/perusahaan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, 

Surabaya, Bandung, Medan dan kota-kota besar lainnya pada beberapa waktu 
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tcrakhir ini mcrupakan suatu contoh bahwa pcrselisihan perburuhan sarnpal 

sckarang ccndcrung menimbulkan kClakutan di kalangan pengusaha daripada 

menemukan solusi yang menguntungkan dua bclah pihak. 

Penelitian yang tengah dirancang ini bertujuan untuk melakukan pemetaan 

konflik industrial yang tcljadi di antara buruh dan pengusaha serta bagaimana 

pengelolaan konflik industrial yang terjadi. Pcnelitian ini pcnting dilakukan agar 

menyusun model penyeleSaian perselisihan perburuhan alau konnik industrial 

yang berorientasi pada perlindungan buruh. sehingga masing-masing pihak 

merasa sa1ing membutuhkan, serta memudahkan penanganan danlpak lanjutan 

alau efek samping dari konflik yang berujung pada pemutusan hubungan kelja 

dan hengkangnya para investor . . 

" 1 L 1 K 
r fI1 rUST A KAA}l 

u :-- I\ i:H,':..H I\S AIRLANGG t\ 
$L! I~AUAY A 
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BAD IV 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud Wltuk memetakan konflik industrial 

yang semakin marak akhir-akhir ini, mencari sebab-sebab teJjadinya konflik 

industrial, bagaimana pengelolaan konflik industrial serta berupaya untuk. 

merumuskan model penyelesaian konflik yang teljadi di Provinsi Jawa Tunur, 

selain itu penelitian juga akan mengkaji akihat yang ditimbulkan oleh koDflik 

industrial. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan tipe deslcripti( yang 

tidak benDaksud Wltuk menguji hipotesis. Secara garis besar, beberapa tahapan 

penelitian yan,g menurut ren~ akan diJakukan adalah sebagai berikut: 

PerIImUI" adalah melakukan persiapan penelitian, yakni menetapkan 

permasa1ahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dengan mendasarlam 

pada basil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tim peneliti maupun 

peneliti lain. Pada penelitian ini telah ditetapkan sejumlah pertanyaan penelitian 

. yang merupakan isu strategis dan mendesak Wltuk segera menemukan solusi" 

terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik industrial di Provinsi Jawa 

Timur yang tidak kunjung selesai. Dalam persiapan ini juga disusun kerangka 

teori (~ pustaka) agar penelitian Iebih terarah. 

Iokasl dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah buruh yang bekerja di 

sektor industri. Agar supaya data tidak bias, maka selain bmuh, penelitian ini juga 

menggali data dari beberapa serikat buruh. Sedangkan lokasi penelitian, dalam 

penelitian ini secara purposive telah dipilih 4 kabupaten, yaitu: Kota Surabaya" 

Kabupaten SiOmjo dan Kabupaten Oresik dan Kabupaten Mojokerto Provinsi 

Jawa Tunur. Keempat kabupatenlkota tersebut dipilih dengan pertimbangan 

merupakan sentra ·industri, dan bunm-buruh industrinya sering terlibat dalam 

kontlik industrial atau melakukan aksi demonstrasi" mogok kerja dan sebagainya. 

SdMangkan untuk besar sampel pada masing-masing kabupatenIkota ditetapkan 

sebanyak SO orang responden. 

Ke4U11, Maish pengumpulan data primer diJakukan dengan wawancara 

\terstruktur, dan daftar pertanyaan atau kuesiner disusun secara semi terbuka, 
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artinya meskipun setiap pertanyaan telah ditetapkan pilihan jawaban, akan tetapi 

juga memberi kesempatan bagi responden untuk memberikan jawaban selain yang 

sudah disiapkan oleh peneliti. Sementara data sekunder diperoleh baik dari 

media, dinas terIcait Badan Pusat Statistik (BPS) stau buku Jawa Timur DaIam 

Angka dan sebagainya. 

Keemplll, melakukan pengolahan data yang dimulai dengan tahap editing, 

koding klasifikasi data sampai dengan analisis data basil penelitian. Dalam tabap 

ini, seluruh data yang berbasil dikumpulkan, setelah melalui proses editing dan 

klasifikasi kemudian dianalisis baik dengan menggunakan tabel frekuensi. Data 

kualitatifyang diperoleh lewat wawancara terbuka ditampilkan untuk memperkuat 

data kuantitatiL Oleh katrena itu penelitian ini lebih merupakan penelitian 
\ . 

kauntitatif. 

Kelimll, setelah pengolahan data selesai selanjutnya dianalisis data dengan 

melakukan interpretasi data, mendiskusikan temuan dengan teori serta 

membandingkannya dengan basil-basil studi terdahulu. 
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BABV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Gambaran Umum Industri dan Tenaga Kerja Di Jawa Timur 

Perkembangan industri di Propinsi Jawa Timur sangat pesat. Hal ini 

terlihat dari segikuantitas~. jumlah industri baik besar maupun sedang dalam 

empat tahun terakhir (2003-2006) menunjukkan peningkatan yang cukup 

signifik~ kecenderungan angka semakin meningkat dari tahun ke tabun. Tabun 

2003 perusahaan industri besar/sedang misalnya menunjukkan angka sebanyak 

4.435 uni~ sementara tahun 2006 meningkat menjadi sebanyak 5.106 unit, atau 

15,13%. Jika industrialisasi merupakan salah satu ~dikator aktivitas di bidang 

ekonomi, maka berarti perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 

relatif tinggi. Dengan kata lain meningkatnya jumlab jumlah industri dapat pula 

diartikan meningkatnya penanaman modal (investasi), dan kondisi ini merupakan 

suatu prestasi tersendiri bagi Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 

Selain meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya investor yang 

enanamkan modalnya di Jawa Timur, sebagai dampak dari meningkatnya 

umlab industri yang tidak kalah pentingnya adalah terserapnya tenaga kelja yang 

lalu beitambah. Secara teoritis, memang salah satu tujuan pembangunan industri 

.dan sedang adalah kemampuan menyerap tenaga kelja yang besar, lebih

ebih industri padat karya yang lebih mengutamakan tenaga kerja manusia. Selain 

peningkatan tenaga kerja bam yang teljadi secara periodik dapat dilihat dari 

ah lulusan pendidikan baik pendidikan menengah maupun perguran tinggi. 

emua lu1usan sekolah dari jenjang manapun akan membutuhkan pekeJjaan, 

rutama di sektor formal seperti di industri-industrl. Dengan demikian, 

rkembangan industri di Jawa Timur diharapkan dapat menjawab dan 

enampung tenaga kelja baru yang masuk pasaran ke1ja. 

Bah ini akan memaparkan situasi dan kondisi industri dan 

rkembangannya di Jawa Timur dati tahun ke tahun serta tenaga kega yang 

~:rap pada jenis-jenis industri yang ada Oi samping itu juga ditampilkan data 

tang persebaran industri di kabupaten/kota di Jawa Tunur dan pertumbuban 
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5.1.1 Iodustri di Jawa Timur 

Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa sejak Orde Barn Propinsi Jawa 

Timur seringkali menjadi barometer pembangunan tingkat nasional, bahkan 

pemah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang disebut sebagai daerah 

percontohan pembangunan. Studi yang pemah dilakukan oleh Dick dIck. (1997) 

menunjukkan Perkembangan pembangunan selama Jawa Timur mencapai prestasi 

luar biasa. Bahkan selama dua puluh lima tabun pertaIna Pemerintahan Orde Baru 

tidak dijumpai satu pun sektor ekonomi atau aspek kehidupan sosial-politik yang 

begitu menonjol dibandingkan yang lainnya. Hal ini berarti Provinsi Jawa Timur 

dinilai mampu dan berhasil menjaga stamina pembangunan yang beckelanjutan, 

serta mampu memperlihatkan keseimbangan pembangunan antar sektor secara 

memadai. 

Data tabun 2005 tentang jumlah perusahaan dan tenaga ketja di Indonesia 

menurut propinsi. Data ini menunjukkan bahwa dari seluruh propinsi yang ada di 

Indonesia, Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur memilikijumlah perusahaan yang 

sangatbanyak dibanding dengan propinsi lainnya. DI Propinsi Jawa Barat terdapat 

4.782 buah perusahaan yang menyerap tenaga keIja sebesar 1.092.132 orang dan 

828.224 orang di antaranya adalah teDaga keIja produktif dan 1.800 buah di 

antaranya adalah perusabaan besar dengan jumlah tenaga 968.400 Sedangkan di 

Propinsi Jawa Tunur terdapat 4.715 buah perusabaan dan ada 1.228 buah di 

antaranya adalah peru!utbaan besar. Seluruh perusahaan yang ada di Jawa Timur 

mampu menyerap tenaga ketja sebesar 841.513 orang, dan 594.765 orang di 
. . 

antaranya adaIah tenaga ketja produktif. Akan tetapi, jumlah tenaga kerja yang 

dapat diserap d.i industri-industri yang ada di Jawa Timur masih relatif masih keeiI 

jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran yang relative tinggi di Timur 

yang pada tabun tabun 2006 mencapai sebanyak 1.575.200 orang. Artinya 

peningkatan secara kuantitas industri di Jawa Tunur tidak serta Merta dapat 

menyelesaikan masalah pengangguran yang hingga saat ini mesih menjadi 

masalah di semua daerah. Sebagaimana diketahui bahwa salah tujuan 

pembangunan industri adalah kemampuannya menyerap tenaga ketja yang sangat 

besar. Namun dalam kenyataan pertumbuhan industri tidak sebanding dengan 
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meningkatnyajumlah tenaga kerja yang ada, lebih-lebih bila dibandingkan dengan 

jumlah pencari kerja. 

TabelS.l 
Jumlab Perusabaan dan Tenaga Kerja Menurut Provinsi, Tabun 200S 

_-:,,;;!..,:~.jJ.<.J.'~·4·:l .t.;;Jjj:o:. :pj;<;;li~"t:~ .... j. •• ;:"'M;'1;;.;,i@\\,~.~."'f'~:''TK Prod' .. ",;,,;:,,!,!!,.,"',:;.,:;;.,: .,. , .. '. TKlalnDya 
PI"Ol'Jasl. ,JmJ Jumlah 
-',;. ~-;;/~ :J.~:.';.~jJi:-:: ((~, ;;",:1:"i.c]!!r . ',:~?c··.;,-&,:~g~!:'.t;~:,Pmmpa8ii° '~:"'. 'Jallllab Lald-lald PereaiPDD - --'. ~ Jamlab 
IDgroeACAb 37 3.087 " 413 3.500 1.847 573 2.420 5.920 . 12 2.626 153 2.779 1.679 527 2.206 4.985 -, 
ID8tera Ua ra 

9ll 80.215 37.401 117.618 21.034 8.599 30.633 148.249 
339 67.060 30.785 97.845 19.694 7.394 27.088 124.933 

materaBa tat 140 8.950 3.718 12.668 3.134 1.016 4.250 16.918 
36 7.345 1.l69 .9.615 2.824 714 3.538 13.153 

Riau 163 37.270. 11.980 49.l5O 10.875 1.359 13.234 61.484 
117 36.l48 11.631 47.879 10.614 2.247 12.861 60.740 

Jambi 79 13.350 5·136 19.086 3.601 984 4.585 13.671 
37 '12.549 5.397 17.946 3.350 90S 4.255 22.201 

latera Sell ~ 
168 19.801 9.884 29.686 9.504 1.941 10.995 40.681 
66 17.818 8.956 26.774 8.538 1.719 10.l67 37.041 

BengkuJu 14 1.897 198 2.095 573 42 615 2.710 
8 1.749 133 1.881 S46 34 580 2.462 

Lampung 
177 30.403 13.719 44.132 10.953 1.574 13.517 57.659 
71 28.155 12.768 40.913 10.034 2.197 12.131 53.154 

IgkaBelitl ~g; 79 3.171 1.119 4.290 603 1S4 757 5.047 
12 2.002 460 2.462 311 62 374 2.836 

IHllauan R 
185 31.546 85.461 118.007 10.900 10.ZS6 21.158 139.163 au 183 29.862 84.071 113.933 10.146 9.905 20.051 133.984 

)KJ Jakart~ 1.955 147.358 150.618 297.986 47.614 15.973 73.587 371.573 
571 120.831 134.475 155.306 42.415 22.732 65.147 320.453 

lawa8ara 4.781 453.790 478.568 932.358 110.957 48.817 159.774 1.091.132 
1.800 

. 
388.449 439.775 828.224 97.460 42.716 140.176 968.400 

lwaTenp b 3.563 241.844 303.176 546.010 46.427 29.450 75.877 621.897 
812 197.283 131.697 453.980 38.098 24.602 62.700 511.680 

[Yo .1. 375 19.518 18.155 37.673 4.513 2.489 6.992 44.665 
·67 ...... . - 88 12.908 15.098 28.006 3.042 1.642 4.664 32.690 

twa :rlmtl r 
4.715 327.306 377.202 704.508 96.116 40.889 137.005 841.513 
1.228 169.137 325.628 594.765 84.162 34.361 118.513 713.188 

Banten 1.605 210.465 177.624 388.089 57.121 25.483 81.604 470.693 
756 187.365 169.051 356.416 51.133 13.111 74.244 430.660 

Bali 318 .8.80S 11.273 20.078 2.895 1.794 4.689 24.767 
56 4.664 7.555 12.199 2.040 1.114 3.154 15.353 

NTB 151 1.945 3.042 4.987 553 268 821 5.808 
6 141 751 893 141 26 167 1.060 

NIT 46 1.240 305 1.545 391 138 519 2.074 
4 360 22 381 212 51 264 646 

~ . 
219 23.142 16.010 39.151 6.681 2.348 9.029 48.181 

Barat 77 20.290 14.419 34.709 5.935 2.077 8.012 42.721 
~imanta~ 37 10.113 2.807 12.910 2.824 185 3.009 15.929 
Tengah 21 9.483 2.721 IUOS 2.765 131 1.896 15.101 
~. 116 19.055 15.253 34.308 4.793 1.431 6.ll4 40.532 
Selatan 65 17.688 14.790 32.478 4.397 1.313 5.710 38.188 
~. 117 24.lO'7 20.741 44.948 8.lO3 1.746 9.949 54.897 

IDDW 71 22.890 20.399 43.292 7.885 1.597 9.482 52.774 
lawesiUI n 75 3.883 2.676 6.559 1.110 411 1.531 8.090 
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lawesi Tea: 

lawesi Se~ 

Sulawesi 
Tenggara 

Gorontal( 

Maluku 

Papua 

Irian Ban 

Indonesu 

21 2.432 2.134 4.566 729 272 1.001 

gab 36 1.815 857 2.672 597 130 727 
13 1.278 658 1.936 394 64 458 

~ 
332 20.666 12.912 33.578 6.391 2.271 8.662 
86 16.630 9.397 26.027 5.198 1.713 6.911 
68 2.514 1.748 4.262 682 177 859 
10 1.4M 1.135 2.599 S60 76 636 
57 1.502 1.506 3.008 932 120 1.052 
10 826 853 1.679 837 78 915 
45 5.946 4.119 10.065 1.546 396 1.942 
11 5.2S9 ~ 3.840 9.099 1.401 346 1.747 
17 1.661 1.9S3 3.614 698 197 895 
5 1.419 1.887 3.306 651 175 826 

24 6.%9 1.599 8.S68 1.217 198 1.415 
13 6.729 1.512 8.241 1.176 179 1.355 

20.729 1.765.435 1.771.793 3.537.228 475.955 213.389 689.344 
3.599 1.492.924' 1.584.422 3.077.346 418.368 184.091 602.459 

Sumber. Statistik Industri Besar dan Menengah, 2005 
\ 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju perkembangan industri di Propinsi 

Jawa Timur lebih tinggi dibanding dengan propinsi yang lain, sebingga tidak 

mengherankan jika propinsi ini acapkali menjadi barometer pertumbuhan 

~konomi nasional. Jumlah perusahaan yang besar membawa konsekuensi pada 

dua hal, di satu sisi menyerap tenaga keJja dalam jumlah yang besar pula, di sisi 

lain besarnya tenaga kerja yang terserap tidak membawa kesejahteraan yang 

memadai bagi buruhnya Jika demikian yang terjadi, maka aksi demosntrasi dan 

unjuk rasa terjadi. Jika demikian, konflik industrial di Jawa Timur selalu merebak 

dan terjadi di berbagai wilayah. Di Provinsi Jawa Timur, bisa dikatakan bampir 

setiap minggu bahkan setiap hari sela1u terjadi aksi demomonstrasi dan unjuk 

rasa buruh di berbagai kota/kabupaten menuntut upah, THR dan lainnya yang 

semua itu terkait dengan kesejahteraan. 

Terkait dengan data tentang perusaha8D pada tahun 2005, secara nasional 

jumlah perusahaaD yang ada di Jawa Timur merupakan urutan kedua setelah Jawa 

Barat yang memiliki.perusaba8D sebanyak 4.702 unit dan 1.800 unita di antaranya 

merupakan perusabaan besar. Di Jawa lunur maka jika diperhatikan secara lebih 

rinci menurut status perusahaan, maka dari jumlah perusahaan sebanyak 4.715 

buah dan sebanyak 1.570 unit (33,3%) adslah perusab8SD dengan status PMDN 

yang terinci 990 unit skala menengah dan 572 unit skala besar, dan 319 unit 

(6,8%) merupakan pemsabapn dengan status PMA 124 diantaranya adalab 
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perusahaan skala besar, selebihnya adalah status lainya yang bisa jadi adalah 

perusahaan perseorangan. 

Data tabel 5.1 juga menunjukkan bahwa dari seluruh perusahaan besar 

yang ada di Jawa Timur yaitu 1.228 buah, 45,6% di antaranya adalah PMDN dan 

10,100A. adatah perusaahaan yang merupakan penanaman modal asing. Bagi 

kalangan tenaga kerja yang masih belum memperoleh pekerjaan, itu jumlah 

industri yang semakin menmgkat akan memberi harapan dan kesempatan para 

pencari kerja untuk memperebutkan lapangan kerja yang masih tersedia 

Tabel S.l 
Tabel Jumlab PenuahaaD meDurut Status PeDanamaD Modal daD POViDSi, 

\ 
J'ahuDlOOS 

..-. 0.' _:,..., _, _, _ ._.,_ .. ~ 

~~~~~~~ 
"- -. -. -. 

:;~&~-... ~~~.~~~ 'fl;'i'iJ{it.f;,~~t?~·,:?::;,· .:~::.~,,':.~:!i~!n;:':i::';;';L ··"·:.::':=:-~II.~~; .. ~·.;;::; ~~i! ...... "",-~.""" ~ ._ ' .. """'-' • "" •. ~._~_ IJ4'r 

Nangroe Aceh D. 14 4 17 37 
8 3 1 12 

Sumatera Utara 
179 75 668 922 
125 58 156 339 

Sumatera Barat 30 12 98 140 
Jj 7 /4 36 

Riau 84 It 68 163 
78 8 31 117 

Jambi 
27 S 47 79 
20 4 13 37 

Sumatera Selatan 51 13 104 168 
33 9 24 66 

Bengkulu 7 1 6 14 
4 - 4 8 

uimpung 59 9 109 1771 
38 9 24 71 

Bangka Belitung 12 3 64 79 
3 3 6 12 

KepuJauan Riau 
41 .190 54 28S 
22 148 13 183 

DKIJakarta 337 126 1.492 1.955 
216 109 246 571 

JawaBarat 1.018 731 3.033 4.782 
645 5/2 643 1.800 

JawaTengah 548 103 2.912 3.563 
280 80 452 812 

DJ Yogyakarta 41 22 313 376 
19 14 55 88 

JawaTimar 998 195 3.522 4.715 
512 124 532 1.228 

BaoteD 439 14S 921 1.605 
280 164 306 750 

Bali 20 8 290 318 
7 7 42 56 

NTB 
20 - 131 lSI 
1 - 5 6 
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NIT 14 I 31 46 
1 1 2 4 

Kalimantan Barat 
162 5 62 229 
59 3 15 77 

Kalimantan Tengah 
19 5 13 37 
14 4 3 21 

Kalimantan Se)atao 
47 9 60 tl6 
35 8 22 65 

Kalimantan Timur 
64 9 44 117 
47 8 16 71 

Sulawesi Utara 
18 17 41 76 
7 5 9 21 

Sulawesi Tengah 
14 2 20 36 
7 2 4 /3 

Sulawesi Setatan 
64 12 246 332 
34 14 38 86 

Sulawesi Tenggara 
16 1 51 68 
6 I 3 10 

Gorontalo \ 4 1 52 57 
2 I 7 10 

Maluku It 2 32 45 
3 1 7 11 

Papua 7 . 10 17 
5 - - 5 

Irian Barat 11 5 8 24 
9 4 - 13 

Indonesia 
4.738 1.832 14.519 20.729 
2.595 1.311 2.693 6.599 

Sumber: Statistik Industri Besar dan Menengah, 2005 
Catalan: Angka cetak miring adalah industri besar 

Sepal> eli tengah situasi yang tidak menentu industri baik sedang dan besar 

dapat masih elianggap sebagai katup sementara bagi tenaga kerja yang masih 

menganggur. Jib kedua data yang tersaji dalam tabel tersebut merupakan data di 

tingkat nasional, sehingga dapat diketahui jumlah dan porsisi industri baik dari 

segi tingk8t produksi dan tenaga ketja yang terserap maupun status penanaman 

modal eli Jawa Timur secara nasional menduduki posisi ke dua, hal ini 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur relatif tinggi. Sayangnya 

data terakhir yang diperoleb adalah data tahun 2005. 

Sementara mita jumlah perusahaan di Jawa Timur yang dirinci menurut 

status perusahaan dan persebarannya eli KabupatenIKota tahun 2006. (Tabel S.2) 

menunjukkan bahwa eli Jawa Timur memiliki 27.664 nita usaha dengan status 

perseorangan, PMDN, PMA dan Kategori lain. Dari data jwnlah perusahaan tersebut 

20.112 unit usaha (73%) di antaranya adalah perusahaan dengan status 

perseorangan dan menyebar eli seluruh kabupatenlkota di Jawa Timur (38 
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KabupatenIKota). Kegiatan ekonomi perseorangan dapat berbentuk industri keeil, 

industri rumah tangga dan juga industri rumahan. Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya mengelompok di salah satu atau beberapa 

kabupen/kota, meskipun ada beberapa kabupatenlkota yang jumlahnya cukup 

tinggi seperti di Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten 

Pasuruan, kabupaten Jember dan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui 

bahwa industri semacam ini relatif stabil dan mampu bertahan dalam segal a 

kondisi dan mampu menopang kegiatan ekonomi di berbagai wilayah di Jawa 

Timur. 

Selain itu dl Jawa Timur terdapat perusahaan dengan status PMDN 

sebanyak 3.711 unit (13,5% dari ·seluruh perusahaan yang ada) relatif menyebar di 

hampir seluruh kabupatenlkota di Jawa Timur, meskipun ada dua kabupaten yaitu 

Kabupaten Pacitan dan Magetan tidak terdapat perusabaan PMDN. Sedangkan di 

beberapa kabupatenlkota jwnlahnya relatif tingi, seperti di Kota Surabaya terdapat 

2.069 unit usaha, di Kabupaten Sidomjo terdapat 215 unit, di Kabupaten Gresik 

terdapat 125 unit, Kabupaten Blitar sebanyak 190 unit dan di Kabupaten Malang 

terdapat 335 unit usaha dengan status perusahaan PMDN. 
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Tabel5.3 
Jumlah Perusabaan di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Status 

Perusahaan Tabun 2006 

No ,~~~o~. 
Status Perusahaan Jumlah 

.:;,~~J:.;;: , . Perseonmaan PMDN·. .PMA·· .··Lain 
I Kota Surabaya 3451 2069 754 1608 7882 
2 Kab. Sidoarjo 752 215 111 84 1162 
3 Kab. Gresik 9 125 76 331 541 
4 Kab. Mo.jokerto 298 43 70 0 411 
5 Kota Moiokerto " 10 99 0 0 109 
6 Kab. lombang 680 10 10 7 707 
7 Kab. Kediri 1078 16 3 0 1097 
8 KotaKediri 549 3 0 0 552 
9 Kab. Blitar 562 190 95 43 890 
10 Kota Blitar 190 10 0 9 209 
11 Kab. Tulungaaung 253 6 0 14 273 
12 Kab. Trenggalek 84 6 0 14 104 
13 Kab. N28I\iuk 632 15 0 27 674 
14 Kab.Madiun 645 8 0 17 670 
15 KotaMadiun 306 2 1 0 309 
16 Kab. Ngawi 531 16 0 0 547' 
17 Kab. Ponorogo 585 2 0 48 635 
18 Kab. Pacitan 110 0 0 15 125 
.19 Kab. Bo.ionegoro 683 3 1 1 688 
20 Kab. Magetan 413 0 0 0 413 
21 Kab. Tuban 430 13 6 0 449 
22 Kab. Lamongan 608 4 0 3 615 
23 Kota Pasuruan 201 9 0 0 210 
24 Kab. Pasuruan 1108 42 38 18 1206 
25 Kab: Probolinggo 125 57 11 10 203 
26 Kota Probolinggo 62 116 5 2 185 
27 Kab. Bondowoso 312 25 1 0 338 
28 Kab.Situbondo 580 t1 3 4 598 
29 Kab. Banyuwanw 855 93 7 166 1121 
30 Kab.Jember 1061 14 3 0 1078 
31 Kab. Lumaian2 423 12 1 145 581 
32 Kab.MaIang 359 335 1 0 695 
33 KotaMalang 1432 30 0 0 1462 
34 Kab. BanRkalan 204 8 0 30 242 
35 Kab. Sampang 62 86 0 0 148 
36 Kab. Pamekasan 210 6 0 16 232 
37 Kab. Sumenep . 101 11 3 24 139 
38 KotaBatu 150 1 0 5 165 

JAWATIMUR 20112 3711 1200 2641 27664 
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2007 . 

Berbeda dengan peru.c;abaan dengan status perseorangan dan PMDN yang 

relatif banyak jwn1ahnya, di Jawa Timor terdapat 1.200 unit perusabaan dengan 
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status PMA atau seban 4,3% dari seluruh perusahaan yang ada Bahkan yang lebih 

menarik adalah perusahaan PMA ini hanya terdapat di beberapa kabupaten/kota 

yang menjadi sentra industri di Jawa Timur. seperti Kota Surabaya, Kabupaten 

SidoaIjo. Gresik, Mojokerto, Blitar, Pasuruan dan beberapa kabupaten yang lain 

dengan jwnlah yang relatif keeil. Oleh karena itu kabupate~ota tersebut jumlah 

buruh yang terserap pun sanagat besar, bahkan buruh di Kota Surabaya, 

Kabupaten SidoaIjo, Gresik dan Mojokerto hampir selalu menjadi langganan 

terjadinya aksi unjuk rasa buruh atau konflik industrial, yang tidak banya 

dilakukan di kota/kabupaten masing-masing tetapi aksi semaeam itu akan 

merangsek ke kota Surabaya yang menjadi ibukota Propinsi Jawa Timur untuk 

menuntut ~ wakil rakyatnya ,untuk memperjuangkan nasibnya. Sedangkan 16 

kabuptenlkota yang lain tidaklbelwn investor asing yang menanamkan modalnya 

di beberapa kabupatenlkota. 

Jika status perusahaan baik perseorangan, PMDN maupun PMA adalah 

pengkategorian perusahaan atas dasar asa1 penanam modal, maka berikut ini 

, disajikan data tentang banyak perusahaanlusaha menurut kategori dan skala usaha 

di Jawa Timur. Skala usaha dapat dirinci menjadi usaha besar, usaha menengah, 

usaha keeil dan usaha mUcro serta ada usaha yang tidak dapat diklasiftkasikan ke 

dalam ~ah satu kategori terebut. 

Data tahun 2006 di Jawa Timur terdapat perusahaan/usaha sebanyak 

4 .. 211.562 unit usaha dari semua kategori dan menyebar di seluruh kabupaten 

Ikota di ~aw~ Timur. Dari seluruh perusahaanlusaha tersebit 5.998 unit (0,14%) 

di anwanya adalah industri besar, yang nienyebar di seluruh kabupatenlkota. Di 

Kota Surabaya terdapat 1.518 unit usaha besar, di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 

537 unit, Kabupaten Gresik sebanyak 327 unit sementara di Kabupaten Mojokerto 

terdapat 152 unit usaha besar, meskipun ada beberapa kabupaten lain yang 

memiliki usaha hew dalam jumlah yang relatif banyak, seperti di Kabupaten 

Malang, Jember, Pasuruan. 
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Tabcl 5.4 
Banyaknya Perusahaan I Usaha menu rut Katcgori dan Skala Usaha di Jawa 

Timur Tahuo 2006 

34 

9 

1£ 
84 

62 

Jumlab Usaha Tidak dapat 
MUuo 

129 4.190 69.059 9 73.42 1 
530 8.575 85.52 14 719 
~ 8.166 85.3 14 738 

~~~7~r- : 3~,.:82~~883~----~J(3~5~~13~66~.42~~~ 
27 ).149 1 71.4~50+-----~52--~1~52J.2~68 

374 1.209 87.732 

14;~ ~3 ~24 1 -*;;~ 
896 .J7( 9~ 
216 155 ""'-'- II 100. '16 
~ DI4 8 87.408 

1.2, :--+-~!.0*8-:ill'ill:~=:=1j~t~tS9.493 11 ~1.4~8 
1.664 .111 134~ I74.S28 

104 03< ~ 15 113.136 
'1 9 2· ~:+----,-;;J..l2c208 13 

450 Li:992 93.951 16 110.528 
49 225 .559 54.3 2 
73 613 708 68.10 9 

~2~,I~NTh·~~aWi·~==t=~~~~~~:~:~ 
2 

3 
S3 

I 878 
349 

I-

2 91 464 14.199 

I Kola 

Baru 

, Suenas 

321 940 22.131 9S.:m: 90 
82 

19 
29 
52 

99 
53 

352 

109 
1.5 

142 
.124 
161 
240 

~ 
78.713 

124.791 

20 
10 
o 

"*~---*'~+-~~I~~·+--7.-!~+-7" ;39Wsl-
cl1Q!l64 56 1244 54 

13 !.527 53 -;;;c;; 

226 i 3.40 34 ~ 
318 +=~14tt,==#.t=~~~~K*-:~ 

4.120 75.266 
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2006 

Sementara 23.722 unit (0,56%) adalah industri menengah, yang 

penyebarannya kwang lebih sama dengan usaha skala besar. Yaitu di beberapa 

kabupatenlkota yang memang menjadi sentra industri seperti di kOla Surabaya, 
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Sido8Ijo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, 1ember dan Malang. Empat 

kotalkabupaten letaknya berdekatan, sehingga j ika buruh di salah satu 

kabupatenlkota melakukan aksi unjuk rasa dalam bentuk apa pun maka buruh dari 

kabupaten yang lain akan cepat mengikuti aksi sebagai rasa solidaritas terhadap 

sesama buruh. 

Data pada tabun yang sarna (2006) memperlihatkan di Jawa Timur 

terdapat usaha keeil sebanyak 595.830 unit (14,15%) dan sebagian besar adalah 

usaha mikro yaitu 3.583.699 unit atau sebesar 84,43% dari seluruh 

perusabaan/usaha yang ada di Jawa Timur dan menyebar di seluruh 

kabupatenlkota..usalia mikro ini pada beberapa tabun terakhir memang 

berkembang sangat pesat terutama dengan adanya bantuan modal usaha dari 

pemerintah dengan program usaha manidiri dan bantuan dana stimulan atau 

bantuan modal secara bergulir. 

Sementara pada tabun yang sarna (2006) diperoleh data tentang 

,perusahaan menurut kategori dan lapangan usaha. Di Jawa Tmur terdapat 

klasifikasi perusahaan menurut lapangan usaha menunjukkan jwnlah yang paling 

besar adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yaitu sebanyak 

1.856.724 unit, sementara industri pengolahan atau manufaktur sebanyak 666.617 

unit. Industri pengolahan yang jumlahnya sangat besar dan paling banyak 

menyerap teanaga kerja. Oleh karena itu, jika kesejahteraan buruh tidak memadai 

maka mereka akan Iebih cepat bergolak karena jumlah yang sangat besar. Dalam 

kondisi seperti saat ini, di satu sisi jumlah pencari kerja atau babkan 

pengangguran sangat tinggi, di sisi lain jumlah lapangan kerja sangat terbatas, 

maka posisi tawar buruh pun semakin lemah, sedangkan pengusaha sebagai 

pemilik pekCljaan akan Iebih mudah mendapatkan teBaga kerja yang Iebih murab. 

Lebih-Iebih salah. satu pasal dalam UU no 13 Tahun 2003 tentang 

KetenagakCljaan diperbolebkan adanya buruh kontrak, maka pengusaha akan 

lebih mudah untuk memberhentikan buruh dan merekrut tenaga kerja baru, yang 

sudah barang tentu jauh Iebih menguntungkan pihak pengusaha. 
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Tabel 5.5 
Baoyakoya Perusabaan I Usaba Menurut Kategori dan Lapangan Usaba di 

Jawa Timur Tabuo 2006 

TIka dilihat penyebaran industri pengolahan di Jawa Tunur tersebar ke 

seluruh kabupatenlkota, di Kota Surabaya Industri pengolahan terdapat 14.747 

unit, sementara Kabupaten Sidomjo memiliki 13.495 unit industri, Kabupaten 
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Gresik 25.815 unit dan di Kabupaten Mojokerto memiliki 22.466 unit. Oleh 

karena itu jumlab buruh di empat kabupatenlkota tersebut cukup besar, lebih

lebih letaknya yang berdekatan, menjadikan aksi unjuk rasa buruh di empat 

kabupatenlkota tersebut seringka1i dilakukan secara bersama. 

Dengan banyaknya perusahaan/usaha akan menjadi daya tarik para pencari 

kerja dari daerah lain, sehingga di pusat-pusat industri menjadi dipadati oleh 

penduduk pendatang (buruh) yang memerlukan fasilitas untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Misa1nya tempat pemondokan, pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari, makan dan sebagainya. 

Data tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap 

pada berbagai. perusahaan di Iawa Timur sebanyak 8.692.429 orang, yang 

menyebar di seluruh kabupatenlkota. Perusahaan-perusahaan di beberapa 

kabupatenlkota memang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, 

misalnya di Kota Surabaya mencapai 855.930 orang tenaga kerja (9,8%) dari 

seluruh tenaga kerja yang terserap di Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 

531.976 orang, Gresik 330.819 orang dan Mojokerto sebanyak 261.888 orang. 

Masih banyak kabupaten yang lain yang mampu menyerap tenaga kerja yang 

CukuP besar seperti Kediri, Malang, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi. Akan 

tetapi jika diperhatikan pada perusahaan skala besar dan menengah, maka 

Kabu~n Sidoarjo paJing besar menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 192.790 

orang, semen tara Kota Surabaya sebanyak 185.188 orang, sementara Kabupaten 

Gresik m~ncapai 106.392 orang yang terserap dan kabupaten Mojokerto sebanyak 

44.134 orang. Kabupaten Pasuruan dan Matang juga memiliki perusahaan skala 

besar dan m~engah yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. 

Berilm disajikan data tentang Banyalmya Tenaga Kerja Perusahaan I Usaha 

menurut Kategori dan Skala Usaha di Jawa Timur Tabun 2006. 
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Tabcl 5.6 
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TabelS.7 
Jumlab Perusabaan di Jawa Timur Menorut KablKota dan Kategori 

Perusabaan 2007 

iii ::,.,::.~ j~a't:~J~fW~ U'k\?$'i;';;Belar f ' . ";:, ~:~~i!f~ ';<i;~.~':"/":.:.: ':"M--b' Jfi?~iCedI 

>100 50-100 2S-49 10-24 JUMLAH 
.. ,?:~ ~,~ ;,,:.:'-., ~~ 

Per 
--

TK Per ""'''TK Per "TK Per TK Per TIC 

1 1368 295.544 987 13941 250 469044 3027 338396 7882 1116925 
Kota Surabaya 0 

Z Kab. Sidoario 430 149.600 ISO 22221 117 4545 497 8404 1162 215459 
3 Kab. Gresik 242 93.152 144 13102 121 5929 129 1539 541 96966 
II Kab. Kojokerto 84 32.S34 52 3542 77 2655 198 2097 411 40828 
5 Kota Mojokerto 12 3.971 14 1208 23 1398 60 2234 109 8811 
6 Kab. ombang 28 15.591 38 1598 68 1517 573 2871 707 21577 
7 Kab. Kediri 59 8260 70 6440 95 4975 873 12762 1097 32437 
8 Kota Keeliri 42 48971 31 1854 36 2193 443 5569 552 58587 
9 Kab. Blitar 26 7491 22 1187 51 1289 804 5329 890 15296 
10 Kota Blitar 7 \ 940 11 634 28 421 163 3321 209 5316 
11 Kab. [rlgagunlt 11 4150 32 2S50 33 2050 197 1582 273 10332 
12 Kab. rrrggalek 3 325 4 271 11 338 87 871 104 1625 
13 Kab. INganjuk 10 4815 IS 977 57 1958 626 6760 674 9169 
14 Kab. ~adiun 7 1330 7 627 28 1129 575 3917 670 8029 
.5 Kota Madiun 8 3472 14 1279 37 1533 250 2836 309 9120 
,6 Kab. lNaawi 11 3950 9 985 42 1941 485 4300 547 11176 
:7 Kab. Ponorogo 12 1820 14 908 23 895 589 3543 635 7134 
,8 Kab. Pacitan 2 165 4 290 7 310 112 1019 125 1784 
,9 Kab. Bjnegoro 67 12877 115 8165 69 1932 437 4463 688 27437 
to Kab. Magetan 4 1619 5 1297 9 1235 395 1572 413 5723 
tl Kab. Tuban 19 7496 26 1888 61 1592 343 2974 449 13950 
~ Kab. Lamongan 16 3186 26 1389 37 1030 536 3906 615 95 It 
~ Kota Pasuruan 27 4300 29 1574 32 1900 122 1560 210 9334 
t4 Kab. Pasuruan '293 80169 164 14135 148 6019 592 46170 1206 123147 
!S Kab. Prblinggo 26 7500 28 4100 26 1725 123 3194 203 16519 
!6 Kota Prblin(Uto . 30 16177 12 834 42 1379 113 1245 185 25572 
!7 Kab. Bdwoso 36 21858 II 836 23 801 268 2046 338 2S541 
!8 Kab. Situbondo 12 1920 18 1692 41 1927 527 6347 598 11886 
!9 Kab. B.waulti 66 36639 55 3819 123 3567 877 9913 1121 53938 
10 Kab. Jember '126 56816 40 2597 .65 2004 847 5282 1078 66699 
II Kab Lumajanlt 21 8185 22 2331 55 3791 487 6143 581 19611 
12 Kab Malang 66 13540 40 9750 160 9050 429 28223 695 60563 
13 Kola 9S 16738 151 13091 72S 25684 491 9987 1462 65500 
14 Kab. 9 218 7 S04 20 487 206 1670 242 2879 
is Kab 4 733 3 211 7 222 134 1069 148 2235 
16 Kab Pmkasan 8 1976 18 1160 31 1088 175 1712 232 5936 
17 Kab S 7 1898 10 641 23 828 99 1027 139 4394 
18 KOla Datu 13 2715 9 904 17 445 125 1470 164 5534 

JAWA TIMUR 3206 972487 2485 140941 495 565729 17014 547323 27664 2226480 
9 

Penyerapan tenaga kerja pada masing-masing kabupatenlkota tersebut 

memang terkait dengan jumlah perusabaan besar dan menengah yang ada di 

masing-masing kabupaten/kota. Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo. Gresik, 
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Malang, Pasuruan dan sebagainya memang diketahui sebagai pusatnya industri di 

Jawa Timur dan memiliki perusahaan dalam skala besar dan menengah. Selain itu 

status perusahaan seperti PMDN dan PMA juga terkait dengan skala perusahaan, 

sehingga tidak mengherankan jika di kabupatenlkota tersebut banyak diserbu oleh 

tenaga kerja baik yang berasal dari kabupatenlkota yang bersangkutan maupun 

dari daerah lain. 

Data tahun 2007 tentang jumlah perusahaan di Jawa Timur dirinci menurut 

kablkota dan kategori kerusahaan, menunjukkan keadaan yang kurang lebih sarna 

dengan tahun 2006. yaitu terjadi .penyebaran perusahaan di seluruh 

kabupatenlkota baik perusahaan besar, sedang, menengah maupun keeil. 

Meskipun demikian ada beberapa kabupatenlkota yang memiliki industri besar 
\ 

dan sedang dalamjumlah yang besar.Di Kota Surabaya terdapat 1.368 unit usaha 

besar dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang dengan 295.544 tenaga kkerja 

yang terserap dan perusahaan sedang sebanyak 987 unit dengan jumlah tenaga 

kerja yang terserap sebanyak 13.941 orang .. Sementara di Kabupaten Sidoarjo 

terdapat 430 unit industri besar dengan julah tenaga keIja yang terserap sebnyak 

149.600 orang dan industri sedang (50-100) tenaga kerja menyerap tenaga kerja 

sebanyak 22.221 ke dalam 150 unit industri sedang. 

S~mentara di Kabupaten Gresik terdapat 242 unit usaha besar dengan 

tenaga kerja yang terserap sebanyak 93.152 orang dan perusahaan sedang 

sebanyak 144 unit dengan tenagajerjja yang terserap sebanyak 13.102 orang Di 

Kabupaten Mojokerto terdapat 84 unit industri skala besar yang menyerap 32.534 

orang tenaga kerja., dan jumlah industri sedang sebanyak 52 unit dengan jumlah 

tenaga kerja yang terserap sebanyak 3.542 orang. Selain empat (4) 

kabupatenlkota tersebut masih ada beberapa kabupatenlkota lain yang memi1iki 

industri besar dan sedang seperti Malang, Jember, Pasuruan dan yang lain. 

Dengan jumlah industri besar dan sedang memang diharapkan dapat menyerap 

tenaga kerja yang besar pula, dan konsekuensinya konflik atau perselisihan 

industrial pun akan lebih sering terjadi. Apalagi kabupaten Gersik, Sidoarjo dan 

Mojokerto yang sangat berdekatan dengan kota Swabaya, menjadikan aksi unjuk 

rasa buruh yang dilakukan oleh buruh di empat kabupaten tersebut bergabung 

menuju kota Surabaya yang di kota ini terdapat gedung DPRD Jawa Tunur untuk 
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rnenyampaikan aspirasinya, sehingga aksi unjuk rasa yang terjadi rnelibatkan 

ribuan buru~ belurn lagi adanya perwakilan buruh dari setiap perusahaan yang 

ada di Jawa Tirnur, sebingga kalau sudah terjadi aksi unjuk rasa buruh jalan di 

kota Surabaya rnenjadi rnacet, sehingga acapkali warga masyarakat Kota 

Surabaya, rnerasakan kemacetan lalu Hntas, dan meresahkan masyarakat, lebih

lebihjika berakibat teIjadinya tindakan anarkis. 

Selain berpengaruh'terhadap lapangan keIja dan kernungkinan terjadinya 

konflik industrial, dengan banyaknya perusahaanlusaha akan menjadi daya tarik 

para pencari kerja dari daerah l~ sehingga di pusat-pusat industri banyak 

penduduk pendatang (buruh) yang sudah barang tentu akan rnernpunyai dampak 

baik flSik, sosial, budaya dan ekonomi. Secara fisik, pemukiman di sekitar industri 
\ ' 

akan berubah menjadi tempat kos (pemondokan) bagi buruh migran, sehingga 

rumah-rumah yang semula menjadi rumah tinggal keluarga, sebagian dihuni oleh 

buruh migran yang memilik iciri-ciri yang sangat bervariasi, sebingga tidak heran 

jika pemukiman di lingkungan industri menjadi semrawut. 

Dari segi sosial budaya, buruh migran yang datang dengan membawa 

kebiasaan dari daerah asal, dengan kehidupan yang sangat berbeda dengan ternpat 

tinggal yang baru akan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar, misalnya 

pergaulan menjadi lebih bebas, karena tinggal di pernondokan yang padat, 

kebiasaan dari daerah asa1 sudah ditinggal sementara di tempat yang baru 

kebiasaan belum terintemalisasi, sehiogga terjadi anomi akibat selanjutnya 

mereka kan berperilaku sesukanya dan ada kemungkinan akan ditiru oleh 

penduduk setempat terutama bagiremaja.' Selain itu, industri pada umumnya 

menyerap sebagian besar tenaga kerjanya berasaI dari luar masyarakat sekitar 

industri acapkali mendatang perasaan iri masyarakat sekitar, dan inilah kemudian 

yang melahirkan kontlik antara masyarakat sekitar dan perusabaanlindustrl. 

Sementara dari segi ekonom4 banyaknya buruh migran selain diperlukan adanya 

tempat tinggal, juga pemenuhan kebutuhan hidup para buruh, sehiogga 

masyarakat sekitar pun banyak yang memiliki usaba seperti toko kebutuhan 

sehari-hari, warung makan dan sebagainya. 

Dalam jangka waktu empat tahun (2004-2007) kondisi industri di Jawa 

Timur cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2004 misalnya jumlah industri 
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mencapai sebanyak 653.869 unit, sementara pada tahun 2005 menunjukkan angka 

yang semakin meningkal, mcnjadi sebanyak 66 1.720 unit. Kcnaikan jumlah 

industri juga terjadi pada tahun 2006, dcngan jumlah 680.243 unit usaha. SClllcntl.lra 

pada tahun 2007 pcningkatan industri mencapai 698.002 unit. Jika dipcrhatikan dari 

aspek perekonomian, maka kegiatan ekonom i di Jawa Timur rnenunjukkan 

perkernbangan yang positif. Yang tidak kalah menarik adalah perkembangan 

jumlah industri juga berdampak pada seklor-seklor lain seperti tenaga kerja yang 

terserap, pcrdagangan, transportasi, dan tentu saja mendorong pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur. 

Pcningkatan jumlah industri yang diikuti makin maraknya kcgiatan ckonomi, 

akan semakin memberi peluang. tenaga kerja yang juga semakin rneningkat dan 

belum mendapatkan lapangan keIja pada periode-periode sebelumnya sena di 

sector-sektor lain. Bagi kalangan tenaga kcIja yang masih belurn mempcrolch 

pekerjaan, itu meningkatnya jumlah industri dianggap sebagai suatu bcrkah 

karena bcrarti akan scmakin mcmperluas kcsempatan para pencari kerja untuk 

berebut lapangan kcrja yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan (industri). 

TabclS.8 
Profil Industri di Jawa Timur Tabuo 2004-2007 

I~ ~, Jumbh " .... ;O""2~~. - 2005 ~ ~ 2006"'" . 10200'. 

Un;, Usaha; 653.869 661. 720 680.243 698.002 

Tenaga Kelja 2.404.922 2.464.565 2.513.856 2.575.13 1 

Nilai Produksi (Milyar Rp) 21.641 24.040 26.171 27.550 

Nilai Investas i (Milyar Rp) 88.883 93.694 97.965 99.525 

Nilai Ekspor (ribu US S) 6. 194,50 7.114.11 9.019,00 11.770,00 

Sumber. Jawa Timur Dalam Angka, 2008 

Pada tahun 2004, dengan jumlab induslri sebanyak 653.869 unil usaba 

mampu menyerap · tenaga kerja sebesar 2.404.922 orang, dan mengalami 

peningkatan pada talmn 2005 dcngan jurnlah tennga kerja yang tcrserap sebanyak 

2.464.565 orang pada 661.720 unit usaba. Semenlara pada tahun 2006, jumlab 

industri 680.243 unit mampu menyerap 2.513.856 orang tenaga kerja dan pada 

tahun 2007 meogalami tennga kerja di sector industri meningkat mencapai 

2.575.731 orang yang lersernp ke dalam 698.002 unil usaha. 

44 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN SUTINAH PEMETAAN DAN PENYUSUNAN ....



Peningkatan secara kuantitas jumlah industri tenyata membawa 

konsekuensi logis yaitu meningkatnya nilai investasi. Selama periode empat tabun 

(2004-2007) nilai investasi mengalami peningkatan. Pada tabun 2004 nilai 

investasi industri di Jawa Timur sebesar Rp 88.883,- milyar dan tahWl 2005 

meningkat menjadi sebesar Rp 93.694 milyar. Sementara pada tabun 2006 jumlah 

investasi dari industri sebesar Rp. 97.965 milyar dan mengalami peningkatan 

mencapai Rp. 99.525 milyar pada tabun 2007. Dengan demikian perkembangan 

investasi di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan yang positif, sehingga 

aktivitas ekonomi pun semakin meningkat. 

Selain berdampak pada meningkatnya nilai investasi pada industri di Jawa 

Timur, menin~tnya jumlah iI)dustri juga berdampak pada meningkatnya nilai 

ekspor. Pada tahun 2004 nilai ekspor Jawa Timur'mencapai sebesar 6.194,50 

USS, sementara pada tabun 2005 nilai ekspor meningkat menjadi sebesar 

7.114.110 USS. Nilai ekspor tersebut terus meningkat sampai tabun 2007. Pada 

tahun 2006 sebesar 9.019,00 USS, bahkan pada tabun 2007 nilai ekspor Jawa 

'Timur mencapai sebesar 11.770,00 USS. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam 

situasi apa pun nilai ekspor tetap meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur pun relative stabil. 

~eningkatnya industri baik sedang dan besar dapat menjadi alternatif yang 

bersifat semen tara bagi tenaga keJja yang belurn terserap di lapangan pekerjaan. 

Pada'tahun 2006 jumlah pencari kerja sebanyak 600.613 orang yang terdiri dari 

326.945 orang laki-Iaki dan 273.658 orang pere:mpuan. Sementara dari jurnlah 

pencari keJja tersebutpenempatan banya mencapi 5.281 orang. Pada tahun 

berikutnya yaitu 2007 meningkat menjadi 693.798 orang, yaitu 361.996 pencari 

kerja laki-Iaki" dan sebanyak 331.802 orang perempuan. Pada tabun yang sarna 

penempatan mencapai 33.595 orang. Dengan demikian jumlah penempatan 

pencari kerja tahun 2007 mengalami peningkatan sekitr 636%. Dibanding tahun 

2004. 
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TabelS.9 
Jumlah Peneari Kerja, Penempatan Kerja dan Permintaan Menurut Jenis 

Kelamin 

~~l;i,\ ~~~""'.~~11i 
. Laid-Laid PeremjJuan Jumlah 

1"'~"""12OO6"'i"!'-::'''''i!, i~~f28tr7".,,·,j··; ·.···,·2Q06t .. "''''''2007,; .. ;." '''';'1''2006'' "2007 
1. PencariK~a 326.945 361.996 273.658 331802 600.613 693.798 
2. Penempatan 2.703 14.007 2.578 19588 5281 33595 
3. Penghapusan 5.349 25.494 5.318 24240 10667 49734 

Pencari KeJja 
4. Belum 318.893 322.495 265.n2 287974 584665 610469 

Ditempatkan 
5. Pennintaan, 14.033 34.159 15.043 48792 29076 82951 

lowongan 
6. Dipenuhi 2.703 14.007 2.578 19588 5281 33595 
7. Penghapusan 496 1.849 812 3701 1308 5543 

LoWOD28D 
8. Sisa LowoDgan 10.834 18.310 11.653 25503 22467 43813 . . . 

Swnber: Badan PUsat Statlstik: Jawa Tunur DaJam Angka. 2008 

Sejak tabun 2001, Dinas Perindustrian dan Perdagangan membagi bentuk 

industri pengolahan menjadi: (1) ILMEA (industri logam, mesin, elektronik dan 

Aneka; (2) lKAHH (industri kimia, agro dan basil hutan) dan (3) IDDK (industri 

keeil dan dagang keeil). Kecenderungan dari ketiga kelompok industri ini paling 

banyak pada industri keeil dan dagang keeH. Data yang tereantum di Jawa Timur 

Dalam Angka Tabun 2005 menunjukkan indusri keeil dan dagang keeil mencapai 

628.4481Jnit atau sebesar 97,8% dari industri yang ada di Jawa Timur. Sementara 

itu Data Jawa Timur Dalam Angka 2006 menunjukkan kecenderung80 yang tidak 

berbeda Seeam kuantitas jumlab industri keeil dan dag80g keeil pada tabun 2005 

(Jatim Dalam Angka, 2006) menunjukkan 80gka peningkatan dibanding tabun 

sebelumnya (2004), yaitu menjadi seb80yak 646.928 unit sebesar 97,76% dari 

seluruh industri yang ada. Sementara dari seluruh kelompok indusrei yang dapat 

menyerap terulga kega seb80yak 2.341,112 orang. Dilihat dari keseluruhan 

kelompok industri yang ada pada tabun 2005 mengalami peningkatan meskipun 

relatif keeil. SOOangkan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) hanya 

sebesar 1,78% atau sebanyak 11.758 unit dan Industri Logam, Mesin, Elektronik 

dan Aneka (ILMEA) sebesar 0,46% atau sebanyak 3.034 unit. Secara keseluruhan 

jumlah industri pada tahun 2005 sebanyak 2.341,112 unit dan mampu menyerap 

2.464.565 orang tenaga kega. 
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Sementara data tahun 2006 dan 2007 mcnunjukkan adanya pcningkatan 

dari semua kclompok industri menunjukkan adanya kenaikan. Sayangnya data 

tahun 2006 bclum diperoleh. Pada tahun 2007 misalnya kelompok industri 

Logam, Mcsin. Elektronik dan Aneka (ILMEA) tcrdapat 3.835 unit dan mcnyerap 

sebanyak 230.025 orang tenaga kcrja. Kelompok industri lndustri Kimia. Agro 

dan Hasil HUian (IKAHH) sebanyak 14.661 unit dengan tcnaga kcrja yang 

terserap sebanyak 846.365 · orang dan sebanyak 698.002 unit lndustri Kcci l dan 

Dagang Kecil yang mampu menyerap 1.499.341 orang tenaga kerja. Seperti 

diketahui bahwa jumlah unit Industri Keci! dan Dagang Kecil mcmang sangat 

dominan dan karena itu kelompok induslri iill mempu menampung jumlah tennga 

kerja yang sangat bcsar. 

Tabel 5.10 
Keadaan lndustri Menu rut Kelompok Industri 

Tabun 2004-2005 

I" icelompok;;,<' . I.":· ... ""'" N!1aI ..... NiLoI ;",.,!,a.N1Lol-· NILoI , .• , I .w'lDdUJtri ~.....o::" Uni~"'" .,;:reug.~ lP.roduks lavestas Uait ~enap. Produksi luvulasi . 
Usaha Kerja (milyar (milyar Usaba Kuja ~(mi1yar (milyar 

.R.) R.) RD) . RD) . 
Industri 
Logam, Mesin, 
Elektronik dan 

195,483 
4,953 3,720 3.034 205.439 5.408 4.108 

Aneka 2,957 
ILMEA) 

Industri Kimia. 
Agro dan Hasil 

4,362 7,174 11.758 781.830 4.757 7.926 
Humn 11 ,443 743 ,069 

1 (IKAHHt 
Jndustri Kedl 
dan Dogang 

628,448 1,402.560 
1,791 604 646.928 1.477.296 1.935 671 

Kedl 
Jwnlah 642,848 2.34 1,112 11 , 106 11,498 2.341,112 2.464.565 12.100 12.705 
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, 2005 dan 2006 

Memperhatikan data yang lelah dipaparkan di atas, maka dari segi 

perekonomian, maka aktivitas ekonomi di Jawa Timur menunjukkan 

perkembangan yang positif, Perkembanganjumlah industri akan berdampak selain 

tenaga kerja yang terserap. juga pada sektor-sektor lain seperti transportasi, dan 

tentu saja menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur serta aktivitas ekonomi 

masyarakat sekitar industri. 
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Jika diperhatikan seearn seksama, jumlah kelompok industri kecil dan 

dagang kecil yang cukup tinggi dibanding kelompok industri lainnya menjadi 

keuntungan tersendiri dalam penyerapan tenaga kerja. Tahun 2005 tenaga kerja 

yang terserap pada ke lompok industri kceil dan dagang kcei l meneapai sebanyak 

1.477 .296 orang. Pada tahun 2004 masih menunjukkan kecenderungan yang 

sarna. Tahun 2004 tenaga kerja yang terserap pada industri kecil dan dagang keeil 

mencapai sebanyak 2.341 , 11 2 orang. 

Meskipun demikian, kalau dihitung rata-rata tenaga kerja per industri kecil 

dan dagang kccil maka sesungguhnya tenaga kerja yang tcrserap jauh Icbih rendah 

dibanding pada kelompok industri lainnya. Seperti lelah ditunjukkan pada data 

tahun tahun 2905 misalnya tcn~ga kerja yang terserap pada industri keci l dan 

dagang kecil mencapai sebanyak 1.477.296 orang, sC'mcntarajumlah industrinya 

sebanyak 646.028 unit usaha. Artinya seliap unit usaha industri keeil dan dagang 

kecil hanya menyerap sebanyak 2 orag tcnaga kerja 

2007 dan 2008 

Tabel 5.11 
Keadaao Industri Menurut Kelompok Industri 

TahuD 2006-2007 

679.556 1.499.34 1 5.519 

Sementam itu kelompok Industri Logam, Me,in, Elektronika dan Aneka 

(ILMEA) rata-rata menampunglmcnyerap sebanyak 68 orang per unit usaha. 

Sayangnya data tabun 2006 belurn didapatkan. Hal yang sama juga telj adi pada 

tabun 2007 dimana industri kedl dan dagang kecil rata-rata menyemp lenaga kelja 
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2-3 orang, bahkan industri yang dikelompokkan pada ILMEA rata-rata 

menampung 60 orang per unit usaha, dan hampir sarna dengan lndustri Kimia, 

Agro dan HasH Hutan (IKAHH) yang rata-rata mampu menyerap 58 orang setiap 

unit usahanya. 

Yang menjadi menarik adalah meskipun jumlah tenaga keIja yang terserap 

pada setiap unit usaha relatif sangat keeil, namun karena jumlahnya sangat banyak 

maka industri keeil menjadi mampu menyerap tenaga keIja yang cukup besar, 

lebih-Iebih tenaga ketja yang dibutuhkan pun tidak dituntut memiliki pendidikan 

atau ketrampilan yang tinggi, dan sesuai denga karaketeristik tenaga keIja kita. 

Selain itu, industri keeil dan dagang keeil menggunakan modal yang relatif keeil 

pula, maka ti~ banyak terpe:ngaruh dengan adanya krisis ekonomi global, 

sehinga relatif stabil. 

Sebagaimana diketabui bahwa kelompok industri yang paling banyak atau 

dominan adalah industri keeil dan dagang keeil, akan tetapi kondisi tersebut tidak 

diikuti nilai produksi secara tinier. Data yang ada untuk tabun 2004, tabun 2005 

'serta tabun 2007, meskipun data tabun 2006 belum diperoleh namun dapat diJihat 

bagaimana keeenderungan yang teIjadi, yaitu munjukkan gejala yang sarna, yaitu 

adanya kecenderungan berbanding terbalik antara jumlah unit usaha dengan nilai 

produks~ya. Padahal jika diperhatikan seeara kuantitas jumlah unit usaha 

industri keeil dan dagang keeil paling banyak dibanding industri logam atau 

kimia. 

Tetapi untuk nilai produksinya industri keeil dan dagang keeil justru 

nilainya Paling keeil. Tabun 2004, nilai produksi paling tinggi justru terdapat pada 

industri logam, mesin, elektronika dan aneb, yaitu sebesar Rp 4,953 milyar. 

Sementara junilah usaha industri ini hanya sebanyak 2.957 unit Pada tabun 2005 

nilai produksi kelompok ILMEA meningkat menjadi Rp 5.408 milyar dari 

sebanyak 3.034 unit usaha. Sedangkan industri keeil dan dagang keeil tabun 2004 

jumlahnya mencapai sebanyak 642.848 unit, tetapi nilai produksinya hanya 

mencapai sebanyak Rp 1,792 milyar. Sedangkan tabun 2005, nilai produksinya 

meningkat menjadi sebesar Rp 1.935 milyar dengan jumlab industri sebanyak 

646.928 unit usaha. Meskipun data tabun 2006 belum diperoleh, namun dengan 

data pada tabun 2007 juga menunjukkan keadaan yang sarna di mana pada tabun 
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tersebut nilai produksi industri keeil dan dagang keeil hanya mencapai 5.519 

milyar dengan jumlah 679.556 unit usaha, sementara untuk Industri Log~ 

Mesi~ Elektronik dan Aneka (ILMEA) nHai produksi mencapai 11.837 unit 

dengan jumlah industri sebanyak 3.835 unit, demikian juga untuk Industri Kimia, 

Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) mencapai nilai produksi sebesar 14.661 unit 

dengan nilai priduksi sebesar 10.194 milyar. Sebagaimana diketabui bahwa 

modal atau investasi pada Industri yang tergabung daIam ILMEA dan IKAHH 

memang besar dan bahkan merupakan industri padat modal atau teknologi. 

Dari aspek nilai investasi, menunjukkan adanya kecenderungan yang sarna 

dengan nilai produksi, yaitu kelompok industri keeil dan dagang keeil memiliki 

jumlah yang sangat besar nam~ nilai investasi relatif keeil. Berbeda dengan 

kategori Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) yang nilai investasi 

paling besar mencapai sebanyak Rp 7,174 milyar denganjumlah usaha sebanyak 

11.443 unit pada tahun 2004, demikianjuga pada tahun berikutnya (2005) dengan 

jumlah industri sebanyak 11758 unit nilai investasi mencapai 7.926 milyar. 

'Peningkatan cukup besar terjadi pada tahun 2007 bukan saja dalam jumlah 

industri mencapai 14.661 unit, tetapi juga dalam jumlah nilai investasi yang 

mencapai 60.314 milyar. 

~emikian juga yang terjadi pada kategori Industri Logam, Mes~ 

Elektronik dan Aneka (lLMEA) tahun 2007 juga mengalami peningkatan baik 

jumlab industri yang mencapai 3.835 unit maupun dari nilai investasi sebesar 

32.685 milyar, jika dinadingkan dengan tabun 2005 denganjumlah industri 3.034 

unit dengm nilai investasi sebesar 4.108 ,milyar dan pada tahun 2004 dengan 

jumlah industri 2.957 unit nilai investasi sebesar 3.720 milyar. 

SeIsin 'berdampak pada nilai produksi dan investasi, meningkatnya jumlah 

industri di Jawa Timur juga membawa dampak ikutan seperti meningkatnya 

peluang kerja. Pada saat jumlah lulusan sekolah yang masuk pasaran kerja tidale 

dapat dihentikan setiap tahun, meningkatnya jumlah industri akan semakin 

memberi peluang bagi tenaga kerja yang tidale mendapatkan lapangan kerja pada 

periode-periode sebelumnya lulusan sekolah yang tidale melanjutkan pendidikan. 

Bagi kalangan tenaga kerja yang masih belum memperoleh pekerjaan, itu 
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meningkatnya jumlah industri. akan semakin menambah tingkat kesempatan 

pencari kerja untuk. memperebutkan lapangan kerja yang masih tersedia. 

Memperhatikan data tentang banyaknya tenaga kerja perusahaan menurut 

lapangan usaha di Jawa Timur Tahun 2006, terlihat bahwa dari berbagai lapangan 

usaba seperti Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, 

dan Air, Konstruksi, dan jasa-jasa yang lain, maka lapangan usaha yang banyak 

menyerap tenaga kerja ad8Jah lapangan usaha Perdagangan Besar Dan Eceran 

yang menyerap tenaga sebanyak 2.936.483 orang atau 33.80% dari seluruh 

tenaga kerja yang terserap di semua lapangan usaha. Sementara industri 

pengolahan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.203.015 orang atau 25,35% dari 

seluruh tenaga, kerja yang tersenw pada seluruh lapangan usaha yang ada di Jawa 

Timur. Data ini menunjukkan bahwa di Jawa Timur kedua lapangan usaha 

tersebut memang merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga 

kerja, selain Jawa Timur memiliki pusat industri di beberapa kabupatenlkota juga 

brena adanya pusat perdagangan. 

Di Kabupaten Sidoarjo misalnya, memiliki industri pengolahan yang 

menyerap tenaga kerja sebanyak 208.920 dan lapangan usaha perdagangan besar 

dan eceran yang menyerap 133.363 orang. Sebagaimana diketahui bahwa 

Kabupatc:n Sidoarjo memiliki jumlah industri pengolahan bukan saja PMDN akan 

tetapi juga PMA yang sangat banyak seperti Maspion dan lain sebagainya, 

sehingga tidak mengherankan jika PAD sebagian besar diperoleh dari sektor ini. 

Di Kabupaten Mojokerto yang memiliki pusat industri, industri pengolahan 

menyerap tenaga kerja sebanyak 93.251 orang sementara lapangan usaha 

perdagangan sebanyak 71.729 orang yang terserap pada lapangan usaha tersebut. 
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Tabel S.12 
8aoyaknya Tenaga Kerja Perusabaao Menurut Lapaogao Usaba di Jawa Timur 

Tahuo 2006 

Listrik., 

Kal.u,,",tca/ l"::';.'::~:: I ~ ,.dustri Gas, 
K ita dao Pengolaban ~~~ 

2.365 lIO 

~ .13 

161 
279 

199 
2.134 

Akomodasi 
Maksndn 

minum 

,ptf'guduga 
ndan 

7.445 ; .442 
66.857 17.393 J"T97 

.03 7.761 6.419 
•. 764 20.962 12.53: 

I BIiIM ::~~ i 
~IK~('C~diril---+----~I:~;--~1I4783~', 

12 
54 

3' 
16 

1.91 ' 
~~~:~~~ 

4. 747 jfs- 4 35.700 

I. 

i , 
I. 
I. 

~ . 

~ 
.242 

1.206 

2.;69 .188 

::ill: --.: IT ,=;7,-i-~~;-t-~'~ .. 8 1'7~8 
.447 . :1Q[1 4. 129 '.3.' 1.100 .332 
146 171. 64.026 '.718 15.828 

•. 383 ,01 55. 1.29 1 15.268 

IH*~~! i ~ :.: ~ 
~~l-"'4~SOl---'!' ).4: 13.484 

>.038 137 ' .880 95.83: i.1 14.778 

~:~~~ -: '.: ~* ~~:;~2 I ~ 
I. 
l iN",," 

14 
3.022 
4.0 
6.5 10 

47.940 295 1.063 41.018 15.34' 5~ 
35.448 150 794 56.73: 20.534 6T. 

180 
.148 

733 
1.109 

-**o!d+-~~l~~-4'tm= ~:-t--~ ~~4~.:~1---~:W%-
.0.942 ~ 10.74~ 

955 3. = \O.87~ 

w.t 226 i : 1+--~15. ~=+t~+----;';:&2:~ 
68: )4 

23 ~ ~ ~~;t-----'7I:~ ~ 
135 4 . 05 --w,- 3. >.973 16.45 

8 .767 151 180 8.4: 

: ·~DUt=~1.1~~==~,~,~I,~±=~·88E=5~J~~~i7a:~8~~ 

52 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN SUTINAH PEMETAAN DAN PENYUSUNAN ....



Lanjutan Tabel 

Real 

c::;~W!.!:'-, '.' :pen::bD . ~",~,Jumlab· 

Sementara di Kabupaten Gresik untuk industri pengolahan tenaga keJja 

yang terserap mencapai 141.077 orang dan lapangan usaha perdagangan 

menyerap tenaga kega sebanyak 79.689 orang, kabupaten ini industri pengolahan 
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cukup banyak seperti industri Semen Gresik, Petro Kimia, Maspion dan lain 

sebagainya Sedangkan Kota Surabaya yang dikenal dengan daerah industri dan 

perdagangan memilki pusat industri seperti di SIER dan dan di kawasan 

TandesIMargomulyo menjadikan kota Surabaya sebagai sasaran bagi buruh 

migran. Di kota ini industri pengolahan mampu myerap tenaga kerja sebanyak 

120.025 orang dan 300.117 orang yang terserap di lapangan usaha perdagangan 

Selain empat (4) kabupaten/kota tersebut ada beberapa kabupaten yang 

memiliki industri pengolahan dan mampun menyerapa tenaga kerja yang cukup 

besar, seperti misalnya Kabupaten Malang, Jember, Banyuwangi dan Kabupaten 

Pasuruan yang memiliki pusat industri (pIER). Sebagai efek lanjuta dari jumlah 

tenaga kerja yang terserap di ,sektor industri pengolahan adalah adanya rasa 

ketidakpuasan yang dialami buruh seperti masalah kesejahteraan antara lain 

masalah upah, THR, uang lembur dan hale-hak buruh yang lain. 

Oleh karena itu para investor sempat khawatir menanamkan investasi di 

Indonesia tennasuk di Jawa Timur setelah sederatan peristiwa sosial atau 

'kerusuhan di beberapa wilayah. Pasca situasi gejolak sosial seperti kerusuhan 

Mei 1998 di Jakarta atau Solo, kerusuhan bemuansa etnis di Kalimantan, 

kerusuhan bemuansa dukun santet di Banyuwangi bisa jadi menjadi salah satu 

penyeba);> para investor asing ragu-ragu menanamkan modalnya di Indonesia 

termasuk di Jawa Timur. Dampaknya dapat dirasakan antara lain penurunan baik 

juml8b proyek maupun nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA), bahkan 

tidak sedikit investor yang hengkang dari Jawa Timur dan mengalihkan 

investasmya ke negara lain. Akibat selanjutnya banyak tenaga kerja yang terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK), jika demikian maka lagi-Iagi buruh yang 

menjadi korbait dan aksi unjuk rasa pun semakin Marak di beberapa wilayah. 

S.2 Karakteristik Buruh Di Jawa Timur: Pemenuhan Hak-Hak 

Buruh nan Ancaman Konflik Industrial 

Sebagaimana di beberapa propinsi di Indonesia yang memiliki pusat 

ind~ di Provinsi Jawa Timur intensitas terjadinya konflik industrial antara 

majikanlpengusaha dan pekerja atau buruh dapat dikatakan relatif sering terjadi. 

Bahkan jika dilihat dari jumlah buruh yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau aksi 
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demonstrasi, konflik industrial yang teIjadi seringkali berskala besar. Bukan 

hanya skala yang besar. tetapi intensitas yang cukup tinggi. dan dapat dipastikan 

pada saat menjelang Hari Raya atau pada saat penetapan UMPIK (Upah Minimum 

PropinsilKabupatenIKota), di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur hampir 

selalu diwarnai aksi demo kaum buruh. Bahkan yang tidak pemah ketinggalan 

adalah aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi beuruh yang dilakukan dalam rangka 

Hari Buruh Intemasional yang diperingati setiap tanggaJ 1 Mei yang dikenaI 

dengan Mayday. 

Alesi yang dilakukan oleh buruh bisa dalam bentuk unjuk rasa ke gedung 

DPR, aksi mogok kerja, hingga aksi konvoi dan memblokir jaIan yang dampaknya 

terjadi kem~tan laIu-lintas. D~am beberap tabun terakhir, aksi unjuk rasa dan 

sikap resisten buruh di Jawa Timur cenderung meningkat, dan bahkan terkadang 

keluar darijalur hukum dan ketentuan atau hak-hak yang telah digariskan. 

Pertanyaannya adalah apa yang menjadi penyeba meningkatnya aksi 

unjuk rasa di kalngan buruh? Kalau ditelusuri secara rinci, pasti akan ditemui 

. banyak faktor yang menjadi penyebab dan pemicu terjadinya aksi unjuk rasa 

buruh. Akan tetapi, jika dicermati maka secara umum yang menjadi pemicu 

perselisihan antara buruh dan pengusaha yang berujung pada aksi unjuk rasa atau 

pemogo~ adalah pelanggaran hak-hak buruh, seperti upah di bawah UMPIK 

yang telah ditetapkan, THR yang tidak diberikan tepat pada waktunya \dan 

sebagainya. Dalam beberapa persoaIan dan perselisihan yang terjadi antara 

majikan, perusahaan dan buruh memang dapat diselesaikan dengan jaIan 

musyawa!ah, tetapi yang seringkali teIjadi upaya untuk mencari jalan damai 

mengalami kebuntuan karena perusabaan menolak perundingan atau 

mengintimidaSi buruh untuk meredam aksi mereka (Widodo K, dalam Jurnal 

Analisis Sosial Vol. 1, No.2, 1999: 132). 

Dengan perundingan sebenamya kedua belah pihak dapat merundingkan, 

mengelola dan melaksanakan suatu perjanjian yang sebagian kepentingannya 

sarna, sebagian yang lain berlawanan berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh 

salah satu pihak. (Schneider, 1986). Hanya saja, jika perundingan memang 

dilakukan maka hasilnya udak maksimal atau dengan kata lain tuntutan buruh 

tidak akan terpenuhi, lebih-lebih dalam perundingan pihak buruh hanya diwakili 
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oleh beberapa orang saja. Akhimya, di kalangan buruh aksi unjuk rasa, aksi 

demonstrasi dan mogok kerja dijadikan senjata oleh buruh agar tuntutan dipenuhi 

oleh majikanlpengusaha. Dan yang paling utama adalah dengan aksi unjuk rasa, 

buruh menunjukkan kepada negara bahwa majikanlpengusaha tidak mematuhi 

peraturan atau ketentuan yang telah ditetapka. 

Pada waktu para buruh masih belum berdaya dan relatif dapat ditekan 

dengan berbagai ancaman seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Orde 

Baru, memang aksi unjuk rasa sangat jarang yang terungkap ke pennukaan. Sikap 

tidak puas dan protes buruh biasanya hanya diwujudkan dalam aksi yang sifatnya 

latent. Akan tetapi,' pada saat ini buruh telah memiliki kesadaran kelas dan 

terbentuk sikap yang makin kriti~ terhadap status quo. Sejak era refonnasi, secara 

politis para buruh tampak Makin berdaya dan terbuka, sehingga resistensi sosial 

mereka pun akan cenderung meningkat. Lebih-Iebih di era pasca reformasi, 

banyak hal yang dapat menunjukkan bahwa eksistensi kaum buruh atau pekerja 

tidak dapat ditekan lagi dengan kekuasaan atau pun ancaman sanksi dari 

. perusahaan, karena di antara buruh sendiri mereka bukan saja makin kuat 

keberaadaannya, tetapi juga Makin piawai dalam menghadapi berbagai tekanan 

dari lingkungan di sekitarnya. 

~anyak bjian menemukan bahwa salah satu dampak dari makin menguat 

dan intensnya konflik industrial justru akan semakin memperkuat kesadaran kelas 

dan solidaritas di antara sesama burub. Untuk diketahui bahwa meningkatnya 

tuntutan kenaikan upah yang lebih adil dan proporsional kepada pemilik modal di 

berbagai Perusahaan merupakan salah satu wujud makin menguatnya kesadaran 

kelas. Tuntutan untuk memperoleh upah yang adil ini, sebetulnya ingin 

menegaskan dila hal. 

Pertama, setiap pekerja berhak untuk dibayar. lni merupakan tuntutan 

yang harus dipenuhi dengan dasar pemikiran bahwa orang berhak menikmati basil 

kerjanya. Hasil kerja melekat pada kerja. Sementara kerja melekat pada tubuh 

semua orang sebagai hak asainya, maka setiap orang berhak untuk menikmati dan 

memperoleh basil kerjanya. 

Kedua, seorang pekerja tidak hanya berhak memperoleh upah, tetapi ia 

juga berhak memperoleh upah yang sebanding dengan tenaga yang lebih ia 
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sumbangkan. Dasar moralnya adalah prinsip keadilan komutatif. Dalam arti, 

karena pekerja telah memberikan tenaganya, maka tenaganya itu harus 

dikompensasi, diganti seeara seimbang dalam bentuk. upah yang setara dan 

sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan buruh itu agar tidak terjadi eksploitasi 

atas nilai lebih buruh (Trisna, dalam Gerbang No.8, Vol. 3, 2000: 32). 

Dalam bab ini coba dipaparkan tentang k.arakteristik buruh di Jawa Timur 

khususnya di empat (4) kabuoatenIKota dimana penelitian ini dilakukan yaitu 

Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto. Seain itu juga dikaji 

situasi problematik yang terjadi sebagai pemicu Makin maraknya aksi unjuk rasa 

dan meningkatnya konflik industrial di Provinsi Jawa Timur. 

5.2.1. Karakteristik BurubIPekerja 

Bekerja sebagai buruh industri, sebagian besar melakukan pekeIjaan 

dengan mengandalkan kekuatan fisik dan tenaga, sebingga pekeIjalburuh usia 

yang bekerja pada umumnya termasuk usia produktif. Seperti terlihat pada table 

"5.13, bahwa usia buruh/pekeIja yang menjadi responden pada penelitian ini 

berkisar antara 19 hingga 54 tabun. Hampir separuh buruh (45,9%) buruh berusia 

sekitar 28 - 36 tahun. Sebagian keeil buruh yang berusia 46-54 tahun (4,7%), 

semenw:a buruh yang berusia 19-27 tahun sebanyak 28,2%, selebibnya (21,2%) 

buruh berusia 37-45 tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa buruhlpekerja 

industrl sangat dituntut kekuatan fisik, sehingga tenaga kerja yang diserap adaIah 

mereka yang secara fisik kuat atau berusia produktif. Oleh karena itu 

industrilpabrik seringlqlli menggantikan buruhlpekeJja yang sudah berusia tua 

untuk digantikan dengan yang muda. 

Kondisi fisik buruh yang berusia muda dan stamina yang prima adalah 

modal utama yang barus dimiliki buruh industriJpabrik Hal ini terkait dengan 

pekeJjaan yang ditekuninya yang membutuhkan tenaga fisik dan kesediaan buruh 

untuk bekeIja keras setiap saat. Sebagaimana diketahui bahwa secara nonnatif jam 

kerja buruhlpekerja sehari adalah sekitar 8 jam, tetapi selain jam kerja sesuai 

dengan ketentuan, seringkali buruh harus bekeIja lembur. BekeIja lembur bisa 

merupakan tuntut industri, namun tidak sedikit buruh yang minta untuk bekerja 

1embur sebagai mekanisme survival (S~ 1992). Selain lembur, buruhlpekerja 
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seringkali harus bekeIja dengan mengikuti sift yang telah ditetapkan, terkadang 

terkena giliran masuk keIja pagi, siang atau malam hari yang tentu akan banyak 

menguras energi. 

Karakteristik 
Jeu KelamiD 

lf~ialtesponden 

, PeD'dldlkan 
:~ndeD 
,',' , .. :.-".~ l" .-

TabelS.13 
Karakteristik Responden 

KeteraD D 
Laki-Lald 
Perempuan 

19-21 
28-36 
37-45 
46-54 

SD 
SMP 
SMA 
AkademiIPT 

(N=200) 

:Slatu:_,;;·,,:PendkahaD, Belum Menikah 
RespondeD Menikah 

Pekerjaan 
respondeD 
.. ~\- ::.-;. 

JandaIDuda 

Buruh tetap 
Buruh kontrak 
Buruh outsourcing 
Lainnya 

~:'L".;'-:C '. Beke.!.ia I - 9 
~~J~.dHlaruh ' 10- 18 
, ':"?,i;:r 'J' "' 19 - 27 

Sumber: Kuesioner no 1-7 

Jumlah 
65,3 
34,7 

28,2 
45,9 
21,2 
4,7 

7,7 
21,8 
60,0 
10,1 

66,5 
20,0 
10,0 
,3,5 

57,6. 
33.~ " 
88:";",, 

} , ' .. 

Dalam penelitian ini jwnlah buruh laki-Iaki yang menjadi responden Iebih 

banyak dibanding buruh perempuan. Studi ini, mewawancarai 65,3% buruh laki

laki dan 34,7S buruh perempuan. Diakui bahwa buruh perempuan secara politis 

Iebih penunrt, dari segi pelaksanaan pekerjaan, perempuan lebih telaten dan tidak 

mudah bosan, tetapi dari segi kekuatan fisik terutama untuk melakukan pekerjaan 

kasar dan herat, buruh laki-Iaki umumnya dianggap cocok. Dari segi yang lain, 

menggunakan buruh lak-Iaki dianggap lebih menguntungkan karena pihak 

perusabaan tidak perlu direpoti denganmasalah cuti haid atau cuti bamil yang 

dinilai dapat merugikan perusahaan. 
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Meskipun buruhlpekerja industri menempati posisi lini dalam perusahaan 

yaitu posisi paling bawah dan berhadapan langsung dengan proses produksi, 

namun syarat pendidikan fonnal tetap saja diperlukan sebab pekerjaan sebagai 

buruh di sektor industri adalah termasuk sektor perekonomian firma yang sifatnya 

formal. Lain halnya dengan pekerjaan di sektor informal kota yang fleksibel, tidak 

menuntut ijazah dan keahlian. Bekerja sebagai buruhlpekerja di sektor industri 

pabrikan sedikit-banyak menuntut prasyarat ijazah yang eukup ketat. Bahkan 

untuk saat ini banyak perusahaanlindustri yang masyaratkan buruhlpekerjanya 

minimal berpendidikan SMAlsederajad. Studi ini menemukan sebagian besar 

(60%) buruhlpekerja industri pabrikan memiliki ijazah setingkat SMA (60%), 

Bahkan dari, seluruh respon4en sebanyak 10,1 % di antaranya mengaku 

berpendidikan setingkat Perguruan Tinggi. 

Penelitian ini juga menemukan masih ada sejumlah buruh yang 

bependidikan SD sebanyak 7,7% dan 21,8% berpendidikan SMP. yang mereka 

ini termasuk pada buruh yang berusia relatif tua dengan masa kerja yang lama 

. sehingga pengalaman menjadi penting, sebab persyaratan bahwa buruh minimal 

berpendidikan SMAlsederajad bam beberapa tabun terakhir ini. 

Sementar buruhlpekerja yang termasuk kelompok buruh outsourcing, 

latar bel~g pendidikan tidak menjadi persyaratan utama, karena yang penting 

mereka dapat menyelesaian beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya. . 

SedaDgkan perusahaan atau pabrik yang tergolong besar, pemilikan ijazah tingkat 

pendidikan tertentu menjadi prasyarat yang tidak dapat dilanggar. Tetapi, untuk 

industrilperusahaan keeiI yang seringkali kurang tersentuh oleh peraturan 

pemerintah, pada umumnya lebih mementingkan pengalaman dan kesediaan 

pekeJja yang bersangkutan untuk bekerja keras dan patuh pada aturan perusabaan• 

Selain usia dan tingkat pendidikan, karakteristik buruhlpekerja juga dapat 

dilihat dari status perkawinan yang yang membawa konsekuensi pada jumlah 

tanggungan buruhlpekerja yang bersangkutan. Sebagian besar buruhlpekerja yang 

diteliti berstatus menikah sebanyak 63,5%, dan buruhlpekerja yang berstatus 

jandalduda sebanyak 3,5%. Dari seluruh buruh yang diwawancarai, 32,9OA, saat 

ini masih lajang. Pada masa lalu, meskipun pemerintah tidak melarang 

buruhlpekerja yang berstatus menikah, namun ada peraturan perusahaanfmdustri 

59 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN SUTINAH PEMETAAN DAN PENYUSUNAN ....



pabrikan yang mengeluarkan buruhlpekerja yang berstatus menikah dan 

menggantinya dengan buruh yang masih lajang. Dalam kaitan ini ada beberapa 

alasan mengapa pengusaha tidak mau mempekerjakan buruh yang berstatus 

menikah terutama perempuan, antara lain dianggap merugikan karena pengusaha 

hams memenuhi hak-haknya seperti cuti harnillmelahirkan dengan upah yang 

tetap harus dibayar dan hak-hak lain yang tetap harus dipenuhi, selain itu adanya 

tanggung jawab sosial yang besar bagi perempuan yang telah menikah dan 

sebagainya. Sementara jika mempekerjakan buruh yang berstatus lajang, ~anggap 

lebih efektif karen a alokasi waktu untuk bekerja bisa lebih panjang dan lebih 

energik karena relatif,lebih muda dan yang penting bagi pengusaha tidak terbebani 

dengan pemenuban hak-hak sebagai buruh seperti dalam penentuan upah seperti 

tunjangan untuk suamilistri dan anak-anak, culi dan sebagainya. Oleh karena itu, 

pada era sebelum refonnasi seringkali terjadi gejala juvenisasi yaitu suatu gejala 

penggantian buruh/pekerja yang berusia tua yang berstatus menikahdengan buruh 

yang berusia muda dan lajang. 

Sebagaimana hasil penelitian Heyzer (1986), buruhlpekeIja industri/pabrik 

dapat dikategorikan menjadi bebcrapa kelompok. Pcrtama. mereka yang berasal 

dari keluarga miskin dan biasanya berasal dari desa. Buruh ini bekerja semata

mata untuk kelangsungan hidup buruh beserta keluarganya. Kedua, buruh yang 

berasal d8ri kelas menengah, biasanya bekerja dengan tujuan untuk kesejahteraan 

keluarga; dan ketiga. yang berasal dari keluarga mampu yang motivasinya adalah 

untuk aktualisasi diri. Oi negara berkembang seperti Indonesia, buruhlpekeIja 

industrilpabrik pada umumnya berasal dari. kelompok pertama. Oleh karena itu 

baik yang masih lajang, lebih-lebih yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, 

jelas beban yang mereka tanggung menjadi lebih herat, karena seisin menanggung 

bidup keluarganya sendiri juga memiliki tanggungan lain seperti orangtua, adik 

dan saudara yang lai~. Bisa dipahami bahwa alasan ekonomi (untuk kelangsungan 

bidup), sehingga mereka bekelja sebagai buruhlpekerja industrilpabrik Oleh 

brena ito, apa yang terjadi jika seorang buruh sudah menikah dan memiliki anak, 

tetapi di saat yang sarna harus menghidupi beberapa anggota keluarga yang 

menjadi tanggungannya sekaligus. Artinya, untuk hidup setiap harinya, mereka . 
bukan saja harus hidup serbs hemat dan pas-pasan, tetapi pada suatu saat juga 
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hams menghadapi musibah alau pengeluaran ekstra yang akan memaksa mereka 

menggadaikan dan menjual barang alau mencari utang ke pihak lain 

(teman,keluarga,dll) untuk menyambung hidup. 

"upah diterima seminggu sekali,ya pas-pasan apalagi anak saya masih /cecil 
kebutuhan sangat banyak terutama untulc bel; susu.Kalau pertengahan mlnggu. 
sudah mulai terasa, karena uang belaja mulal menipis belumlagi kalau susu 
unluk anaJcjuga hab~.Belum lagi rnau Lebaran mbalc, /cebuluhan berlambah dan 
persiapan puJang kampung ", sepertli diuangkopkan salah seorang responden 
yang ditemui di Grsik 

Bagi buruh lajang, sebagian memang belum memiliki tanggungan, kecuali 

dirinya sendiri (32,9%), akan tetapi buruh lajang ini masih tetap membantu 

orangtua atau,biaya sekolah adi~-adiknya. Sementara buruh yang sudah menikah, 

sebagian besar alaU sebanyak 67,S% memiliki tanggungan tanggunga 0-2 orang. 

Selebibnya sebanyak 32,S% memiliki tanggungan 3-S orang. Bisa 

dimengertiburuhlpekerja bagaimana keluarapa yang yang memiliki tanggungan 

sampai dengan S orang tersebut mengelola pengbasilannya untuk memenuhi 

. kebutuhan keluarga dan juga orangtua alau saudaranya, sehingga mampu bertaban 

hidup dengan gaji sekitar SOO.OOO s.d. I.S00.000 per bulan. 

Jib memperhatikan status pekerjaan buruh, sebagian besar buruh yang 

diteliti perstatus sebagai buruh tetap (66,S%). Selebibnya adalah buruh kontrak 

20% dan sebanyak 13,S% ternyata statusnya adalah buruh outsourcing. Bagi 

burub 'konlTak dan outsourcing kondisinya kurang beruntung karena beberapa hale 

sebagai buruh tidak diperoleh sebagaimana buruh tetap. Kondisi seperti itu akan 

diperpar8b karena buruh kontrak atau outsourcing hams memperbarui kontraknya 

setiap 6 bulan sekali, itu pun kalau industril perusahaan masih memerlukan 

tenaganya, bahkan tidale jarang buruhlpekerja diberhentikan menjelang hari Raya. 

Seperti yang diungkapkan salah satu responden di Sidoarjo: 

"Biasanya pabrik iJu menghentikan buruh IrontralrloutsoW"C;ng melflelang hari 
raya. pada hal palla SllOI-saIlI seperti iJu kebutuhan keluarga meningkot. In; 
juga merupakan strategi pengusaha unlUIc mengurangi penge/uaran atau 
memberilran tutUangan, sehingga peerusahaan hanya member; THR pada buruh 
tetap. Sama-sama kebutuhannya meningkat. Hal in; juga menjadlam iri buruh 
kontralc dan ou/sorcing. 

Pada saat situasi krisis melanda di berbagai negara berkembang termasuk 

Indonesia, salah satu strategi yang dikembangkan oleh perusahaan agfar dapat 
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bertahan dari kondisi perekonomian yang tidak menentu adalah dengan mengatur 

sistem pengupahan dan status buruh yang berdampak pada pengurangan 

pengeluaran perusahaan. Hubungan kerja yang dikembangkan lebig bersifat 

fleksibel, seperti casual worlrers, buruh paruh waktu., buruh kontrak, atau buruh 

outsourcing, sebingga menjadikan beban yang ditanggung perusahaan akan 

menjadi lebih ringan karena tidak hams membayar berbagai tunjangan jika status 

buruh mereka sudah tetap. ; 

Hal yang sebaliknya terjadi pada buruh, bekerja dengan posisi sebagai 

buruh dari tabun ke tabun tidak pemah mengalami perubahan, mereka yang 

menjadi buruh kontrak atau buruh outsourcing tetap saja menjadi buruh kontrak 

atau buruh o~tsourcing. Jika dc;mikian maka peluang buruh kontrak atau buruh 

outsourcing untuk memperoleh upah dan tunjangan' sesuai aturan yang berlaku 

menjadi sangat keeil atau babkan tidak ada. Buruh kontrak yang tidak 

diperpanjang kontraknya alias di-PHK., bahkan Istilah yang digunakan bagi buruh 

yang tidak diperpanjang kontraknya adaIah diminta mengundurkan diri, sehingga 

· buruh tersebut sarna sekali tidak memiliki hak untuk menuntut pesangon dan 

sebagainya. Bila suatu saat nanti akan dipekerjakan lagi maka buruh tersebut 

mulai dari awal sebagaimana buruh baru yang belum berpengalaman. Bagi pihak 

perusah"an keuntungan yang diperoleh sangat besar karena buruh kontrak itu 

kebanyakan bekerja lebih keras dengan harapan kontraknya tidak diputus, atau 

statuSnya bisa dinaikkan sebagai buruh tetap. Oleh karena itu, Gejala yang terjadi 

saat ini adalah bukannya buruh kontrak dinaikkan statusnya menjadi buruh tetap, 

melainkait yang teljadi justru buruh tetap diturunkan menjadi buruh kontrak atau 

buruh outsourcing. Sebagaimana penuturan salah seorang buruh, 

" di perusahaan ini (tempot responden bekerja) beberapa tahun terakhir ini tidak 
melo/c:ulcan PHK. tetapi sebagian besOT buruh tetap diturunkan menjadi buruh 
kontrak atau buruh outsourcing. Ka/au tidale bersedia yang diminta 
mengrmdurkon diri. Hal ini yang sering menimbullran keresahan di kalangan 
buruh. Daripada mengundurkon din tidalc dapat pesangon dan tidalc bearja yo 
diterima soja mbalc" ( seorang buruh di Gresi/c) 

5.2.2 PemeDuhaa Hak-hak Bumh 

Sebagairnana telah diketabui oleh banyak pihak bahwa pada beberapa 

tabun terakhir ini investasi ke negara Indonesia termasuk di Propinsi Jawa Timur 

mengalamipenurunan. Meskipun investasi mengalami penurunan bukan berarti 
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kesempatan keIja semakin menyempit, yang teros kesempatan keIja masih cukup 

luas bermunculan dari tabun ke tabun. Perluasan kesempatan keIja yang terjadi 

tersebut bukan akibat meningkatnya investasi, tetapi lowongan keIja tersebut 

merupakan suatu proses rotasi atau pergantian antara pekeIja yang keJuar, 

dikeluarkan, atau tidak diperpajang kontraknya realtif cukup sering, sebingga para 

pencari kerja baru umumnya cepat terserap di sektor industri pabrikan ini. 

Semen tara bagi pe~ pencari kerja seringkali dianggap sebagai tenaga 

baru yang masih segar dan masih penurut, karena sebagai buruh pendatang baru 

ini biasanya lebih rajin bekeIja, dengan suatu harapan agar tidak terkena PHK 

atau dikeluarkan, harapan yang paling tinggi adalah dapat menjadi buruh tetap 

atau setidakny~ diperpanjang koq.traknya. 

Dari seluruh buruh industri yang diteJiti, lebih separuh (57,6%) adalah 

tenaga keIja atau buruh pabrik yang bekerja selama 1-9 tabun. Temuan ini 

menunjukkan bahwa fenomena juvenisasi memang kerap teIjadi pada sektor 

industri pabrikan, sebingga yang tua dan masa keIja telah lama akan diminta 

untuk mengundurkan diri. Sebanyak 33,5% responden sudah bekeIja sebagai 

buruh industri selarna 10-18 tabun, sedangkan buruh yang telah bekeIja lebih dari 

19 tabun sebanyak 8,8%. Buruh yang masa kerjanya telah lama pada umumnya 

merup~ buruh tetap, dan penghasilannya pun rata-rata lebih tinggi karena 

pengalamannya yang sudah bertahun-tahun daripada buruh kontrak atau buruh 

yang relatif baru dengan pengalaman di sektor pabrikan yang belum cukup. 

Dalam hal upahlgaji per bulan, penelitian ini menemukan bahwa besar 

upahlgaji 'buruh industri· pabrikan sangat bervariasi. Upah buruh berkisar < 500 

ribu sampai > 2,500 ribu dengan demikian ada buruh yang memperoleh upah di 

bawah UMPIK yang telah ditetapkan. Memperhatikan data berikut ini sebanyak 

1,2% buruh yang diteliti memperoleh upah < 500 ribu rupiah. Sebagian besar 

buruh yang diteliti berpengbasilan 500.001-1000,000,- rupiah per bulan. (63,%), 

meskipun demikian ada buruh yang berpendapatan > 1,500,000 rupiah sebanyak 

7% dari seluruh responden yang diwawancarai. Kelompok terakhir ini adalah 

buruh yang berstatus sebagai buruh tetap dan telah lama beketja, sebingga 

memiliki pengalaman dan ketrampilam yang tinggi. 
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TabelS.14 
Lama Bekerja daD Upab Burub 

(N=200) 

Lama JIekerja 1-9 57.,6% 
,- ", ~ •. ". ::" .:' -.'--~:;:.!:~-:. - - -. ",-

MeDjadi Barah 10-18 33-,5% 
19-27 8,8% 

UpahlGaji Perbulan <SOO.OOO 1,2% 
500.001 -1.000.000 63,5% 

,. 

-. -.. 1.000.001 - I.S00.000 28,2%' i" 

> 1.500.000 7% 
. 

Sumber: KueslOner no 1 dan 8 

Jib dibandingJcan dengan rata-rata Upah Minimum Propinsi sebesar 570 

ribu rupiah, maka pengbasilan· atau gaji buruh yang diteliti, sebagian besar 

sebetulnya sudah di atas UMP, studi yang dilakukan di empat (4) kabupaten 

Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Kota Surabaya ini menemukan lebih dari 

sepertiga (35,(%) buruh yang menjadi responden memperoleh gaji lebih dari 1 

juta rupiah, bahkan sebanyak 7% responden memperoleh gajilupah sebesar 1.500 

rlbu rupiah yang jauh melebihi Upah MinimumKabupatenIKota. Untuk diketabui 

bahwa Upah Minimum Kota Surabaya untuk tabun 2009 sebesar 948.500 rupiah, 

sementara di Kabupaten Sidoarjo upah minimum sebesar 802 ribu rupiah, dan 

upah miniUlU Kabupaten Oresik dan Mojokerto masing-masing sebesar 803.652 

rupiah. Upah minimum propinsilkabupaten/kota tersebut didasarkan pada 

kebutuhan hidup layak (KHL) pada masing-masing kabupaten/ kota. Jika melihat 

UMPIK di Jawa Timur, berarti masih ada sejumlah buruh yang menjadi responden 

dalam peneliian berpengbasilan lebih rendah dibandingkan dengan Upah 

Minimum PropinsilKabupaten/Kota di Jawa Tunur. 

Apabila upah buruh industri/pabrik tersebut dibandingkan upah di sector 

informal seperti maka upah buruh industri rata-rata lebih tinggi, karena ada 

ketentuan yang meilgatur upah minimUlll, sementara bagi buruhlpekerja sector 

informal sarna sekali tidak tersentuh oleh aturan pemerintah tentang pengupahan. 

Akan tetapi, karena gaji buruh industri pabrikan pada umumnya berasal dari luar 

daerah, sementara mereka tidak disediakan fasilitas tempat tinggal makaitu 

upahlgaji yang diterima buruh harus dikurangi uang sewa kamarlkontrak, uang 

makan, uang jajan dan berbagai keperluan lain kaum buruh, upah yang diterima 
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pun akan segera habis karena pengeluaran sehari-hari yang terus naik akibat 

kenaikan harga kebutuhan pokok. Sedangkan buruh /pekerja sector informal 

seperi PRT atu buruh industri rumah tangga, industri rumahan dan sebagainya, 

upahlgaji yang diterima meskipun relative lebih rendah namun pengeluaran untuk 

makan, tempat tinggal lebih keeil karena majikan pada umwnnya telah 

menyediakan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, banyak pencari kerja yang 

selalu berkeinginan untuk hekerja di sector industrilpabrik bahkan tidak sedikit 

buruh yang keluar dari pekerjaannya di sector informal, dengan berbagai alasan. 

TabelS.15 
AhwiD Memilih Bekerja Sebagai Buruh IDdustri 

(N=200) 

Upabnya lebih tinggi dan tetap daripada kerja lain 
Diajak teman 
Lebih bebas 
Sesuai keahlian 

Sumber: KuesioDer 9 

14.0 
14,0 
71,0 
2,0 
100,0 

Memperhatikan data pada tabel tersebul, maka sebagian besar buruh yang 

menjadi responden penelitian ini mengemukakan bahwa alasan memilih bekerja 

sebagai buruh industrilpaabrik adalah ingin lebih bebas dalam arti tidak selalu 

diawasi oleh majikan secara langsung. Seperti disampaikan oleh salah seorang 

responden: 

"/calau be1rerja di pabrik lebih bebas ~isa/nya tenJang etika alau sopan san/un 
lidok diperhotilron don yang penling bekerja lekun don tidak melanggar aIu1'an, 
1ra/au be1rerja di rumah orang apa-apa diatur" demildan penuturan seorang 
buruh di Surabaya. 

Padahal kalau diperbatikan aturan di pabrikfmdustri mestinya Iebih ketal, 

banya saja peraturan yang berlaku sifatnya sangat impersonal dan berlaku secara 

umum. ltulah yang seringkali diinginkan para buruhlpekerja sebingga Iebih 

memilih bekerja di pabrik daripada sebagai pembantu rumah tangga atau industri 

rumah tangga/rumahan. 

Selain alasan ingin Iebih bebas, sejumlah buruh (14%) beralasan untuk 

mendapatkan upah yang lebih tinggi dan tetap (rutin). Hal ini dapat dimengerti 
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karena industri/pabrik adalah sektor fonnal sebingga peraturan yang dibuat lebib 

ketat seperti penentuan besar upab, sistem pengupahan, jam kerja dan sebagainy~ 

sementara jika bekeIja di sektor infonnal karena tidak ada aturan fonnal maka 

acapkali besamya upab tergantung dari belas kasih majikannya. Sebagian keeil 

(2%) yang mengemukakan alasan memilih sebagai buruh industri karena sesuai 

dengan keabliannya. 

TabelS.16 
Fasilitas daD KODdisi Kerja Buruh SetahuD Terakhir 

(N=lOO) 

2. THR 0,6 SO,6 47,1 1.8 
3. Cuti 0,6 44,7 SO,O 4,7 
4. Uang Lembur 1.8 44, 7 51~ 2,4 
5. Hak beribadah 2,9 78~ 17,6 1~ 
6. Uang makan 54,1 41,8 4,1 0,0 
7. Uang transPOrt 0,6 S3,s 42,4 3,5 
8. Tempat istirahat 3,5 78,2 16.5 1.8 
9. MCK 1,8 79,4 25,3 3,5 

Sumber. Kuesioner 17 

Sebagai buruh industrilpabrik telah menyadari bahwa pemenuban hak-hale 

buruh seringkali tidak sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakannya. 

Bahkan dapat dibilang hak-haknya tidak sepenuhnya diberikan oleh pengusaha. 

Dalam hal upah misalnya, penelitian yang dilakukan leali ini menemukan bahwa 

lebih separuh (54,3%) responden mengemukakan upah yang diterima kurang dan 

tidale memadai, lebih-Iebih bagi buruh kontrak atau buruh outsourcing. Bahkan 

posisi tawar buruh terhadap majikan pun mengalami penurunan, hal ini terjadi 

karena majikan semakin mengurangi buruh tetap dengan cam menawarkan kepada 

burub temp untuk memilih mengundurkan diri atau tetap bekerja dengan status 

kontrak atau outsorcing. Buruh pun semakin menyadari bahwa kesempatan kerja 

di luar Makin langka, sementara pemerintah belum berhasil menarik investor 

untuk menanamkan modalnya agar kesempatan kerja makin tuas, jika demikian 

maka di kalangan buruh sendiri mulai muneul kesadaran bahwa buruh Makin 

tidale berdaya mengbadapi situasi yang tidaak menentu. Meskipun demikian 
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sebanyak 45,9% buruh mengaku bahwa upah yang diterima memadai, mereka ini 

adalah buruh berstatus buruh tetap. 

Jika diperhatikan data tentang fasilitas dan kondisi kerja selama setahun 

terakhir ini, selain gaji ada berbagai fasilitas yang diterima buruh dirasa kurang 

atau tidak memadai - seperti ~ hak cuti dan uang lembur-- tetapi dengan 

posisi tawar buruh yang rendah, maka tidak banyak yang bisa dilakukan buruh. 

Menurut penilaian responden, selain upah hak-hak buruh yang dianggap kurang 

atau tidak memadai antara lain cuti (54,7%), uang lembur sebanyak 53,6%. 

Sementara hak buruh yang dianggap memadai dan sangat memadai adalah hak 

beribadah (81,1%), uang makan (95,9%), uang transport (54,1%) dan tempat 

untuk beristiJ:ahat (817%) suc4ili tergolong memadai. Namun demikian, untuk 

hak-hak buruh yang berkaitan dengan upah dan THR' umumnya justru sebalikoya. 

Dari seluruh buruh yang diwawancarai, sebanyak 47,2% responden menyatakan 

bahwa THR yang selama ini mereka terima juga kurang memadai dan 8,8% 

responden yang lain bahkan menyatakan tidak memadai. Dalam kondisi yang 

. tidak menentu dan serba sulit seperti sekarang ini sangat keeil mengharapkan 

kenaikan up~ THR dan tunjangan-tunjangan lain dari pengusaha. Ibaratnya 

posisi buruh itu maju kena mundur juga kena, oleh karena itu tidak ada pilihan 

lain k~uali menerima upah dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang 

ditentukan oleh pengusaha. 

Dalam situasi dimana ekonomi mengalami fluktuasi dan berdampak pada 

pertumbuhan industri dan ditambah dengan naiknya harga BBM serta bahan 

mentah mdustrl, makauntuk menekan biaya produksi pihak yang paling mudah 

ditekan adaIah upah buruh, sehingga peketja atau buruh lab yang paling mudah 

dikorbankan. ·Upab dan berbagai tunjangan yang diberikan dengan besar yang 

bagi buruh dianggap rendah tetap saja diterima oleh sebagain buruh yang 

berpendapat daripada perusahaan gulung tikar dan tidak dapat bekeIja lagi. Bagi 

buruh yang tidak puas atau tidak bisa menerima keputusan manajemen itu, maka 

pihak ~emen pun mempersilahkan buruhlpeketja untuk mengundurkan 

dirilkeluar (kala ganti PHI{), sebab bagi pengusaha masih banyak babkan ribuan 

pencari kerja yang antri untuk mendapatkan pekeIjaan terutama sebagai buruh 

pabrik. 
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Lemahnya posisi tawar inilah, yang menjadikan buruh tidak dapat berbuat 

apa-apa, kecuali hanya mempersoalkan hak-haknya sebagai buruh. Oleh karena 

itu tidak heran jika kawn buruh seringkali menuntut pemenuhan hak-haknya 

sebagai buruh yang berujung pada kesejabteraan kepada pihak perusahaan. Bagi 

buruh yang tidak berdaya dan hanya menerima nasib akhimya menerima apapun 

keputusan perusahaan karena tidak adanya altematif lain yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Kondisi semacam ini lab yang 

seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik industrial. 

5.2.3 Kebutuhan Buruh Dan Aneaman Kontlik Industrial 

Buruh \ sebagai kelomPQk lini dalan struktur industri atau peru.WJaan 

adalah komponen perusahaan yang tidak terlibat sedikit pun dalam pembuatan 

keputusan. Buruh adalab pelaksana keputusan yang ditetapkan oleh staf 

manajemen. Apa perbedaan antara posisi manajemen dan posisi buruh dalam 

organisasi industri(Scbneider, 1986). Perlama, dalam segi karir, kelompok 

;manajemen mengikuti jenjang karir. Apa implikasinya? Adanya harapan untuk 

menaiki tangga karir, membawa peningkatan gaji, kekuasaan, presti~ tugas yang 

semakin bersifat wnwn, kedudukan yang tetap, sehiogga ada suatu jaminan posisi 

seseorang selama kelakuan dan kemampuannya baik. Sedangkan buruh tidak 

mempunyai harapan akan karir baik dari segi kedudukan maupun dari segi 

kenaikan jenjang posisi. Kedudukan buruh pada pekerjaan ditentukan oleh kondisi 

teknis dan ekonomis. Bagi buruh kemajuan bukan berarti kenaikan suatu jabatan, 

tetapi peq,indahan dari jenis pekerjaan ke jenis pekerjaan yang lain dengan peran 

yangsama. 

Kedua,' tinglest spesialisasi dalam peran, Peran manajemen pada tingkat 

tertentu bersifat profesional, peran tersebut menuntut pengetahuan luas dan 

pelaksanaao tugas sesuai dengan kode etik terteotu. Sedangkan peran buruh dalam 

industri bersifat spesialis artinya tugasnya dibatasi pada satu atau dua operasi 

dalam proses produksi. (biasanya semi trampil dan tidak trampil). 

Ketiga, cara pengganjian yang merupakan konsekuensi dari profesional 

dan spesialis. Manajemen diberi gaji berdasarkan jabatan serta kegunaaonya 

secara umum bagi perusahaao dan diberi jaminan standar bidup tertentu. 
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Manajemen tidak ada lembur. Sementara buruh diperi up~ berdasarkan 

banyaknya pekerjaan yang ditunaikan atau berdasarkanjam kerj~jam lembur. 

Oleh karena tujuan masing-masing pun berbeda. Manajemen bekeIja untuk 

memperoleh kesempumaan keJja atau aktuaIisasi diri, Ian halnya dengan buruh 

yang bekeJja untuk memperoleh imbalan, sehingga bagi buruh bekeJja adaIah 

untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama 

keluarganya. 

Memperhatikan beberapa perbedaan antara posisi manajemen dan buruh, 

maka konsekuensinya adaIah adanya perbedaan fasilitas di antara kedua kelompok 

tersebut. Jika kelompok manajemen fasilitas dan standar hidup merupakan 

konsekuensi dari posisiny~ ~ tidak demikian bagi buruh. 
\ 

Tabe1S.17 
Fasilitas dan Kondisi Kerja Yang Perlu Diperbaiki 

(N=200) 

:~_~~l!!St~ t~f~h';:i,·mt~t;;;.~;f,~ v!\::E~:~' 
1. Upah 42,4 46,S 10 1,2 
2. THR 14,1 75,9 8,8 1,2 
3. Uang lembur 5,9 78,2 13.5 2.4 
4. Nasib bumh 
kontrak 

52,4 32.9 12.4 2,4 

S.Pen PHK 16.5 68.4 8,2 4,7 
6. Jam Kerja 2,4 56,5 27,1 14,1 
7. Jainsostek 16,5 46,S 25.9 11.2 
8. Serikat Burub 8,8 47,1 22,4 21,8 
9. Hak beribadah 2,4 47,6 12,2 31,8 
10. Hakeuti 2,4 47,6 12,2 31.8 

Sumber: Kuesioner 11 

Oleh lWena itu, sebagain besar buruh (88,90A,) sangat membutuhkan atau 

membutuhkan adanya perbaikan besarnya upah. Hal ini dapat dimengerti karena 

motivasi buruh untuk bekeJja sebagai buruh industri atau pabrik adalah faktor 

ekonomi. Pada bagian depan juga telah dijelaslcan bahwa basil penelitian di Asia 

Tenggara (Heizer, 1986) sebagian besar buruh industri berasa1 dari keluarga 

miskio sehingga bekeIja untuk kelangsungan hidup buruh dan keluarganya. 

Lebih-lebihjika buruh tersebut telah menikah dan memi1iki sejumlah tanggungan. 

Hal yang sarna adalah masalah TIIR, sebanyak 90% buruh meoginginkan adanya 
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perbaikan THR baik dari segi jumlah, jadwal penerimaan dan siapa buruh yang 

menerima THR. Menurut ketentuan THR harus sudah diterima seminggu 

sebelum hari raya dengan besar satu bulan gaji (Ennan Supamo, Jawa Pos, 29 

Agustus 2009), tapi dalam kenyataan tidak sedikit perusahaan yang membayarkan 

THR setelah hari raya dengan jumlah tidak pasti, ada juga yang tidak memberi 

THR bagi buruhnya. Bahkan yang menjadi trend pada sekarang ini adanya 

fenomena dimana perusahaan menghentikan kontrak pada buruhnya menjelang 

hari raya dan mempekeIjakan kembali setelah hari raya. 8agi perusahaan 

fenomena ini merupakan strategi untuk mempertahankan kelangsungan produksi, 

karena dengan menghentikan sejumlah buruh menjelang bari rays, berarti 

mengurangi ~ngeluaran untuk. THR bagi buruhnya. Sementara bagi buruh THR 

adalah semacam bonus yang sangat didambakan, ka'rena kebntnban setiap orang 

selalu mengalami peningkatan pada waktu menjelang hari raya Kondisi semacam 

ini yang seringkali menjadi ancaman terjadinya konflik industrial. 

Lembur keIja oleh sebagian buruh dianggap sebagai kegiatan yang 

. memberatkan, tapi tidak sedikit yang menganggap lembur sebagai sebuah 

mekanisme survival karena dapat meningkatkan pendapatan. Bagi buruh yang 

menganggap keIja lembur memberatkan, pada umumnya disampaikan oleb 

buruhl~kerja tetap dan pendapatannya relatif lebih tinggi. Sementara yang 

menganggap sebagai mekanisme survival pada umumnya adalah buruh kontrak 

atau . buruh outsourcing. Yang menjadi persoalan, seringkali upah atau uang 

lembur tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, sebab keIja lembur itu 

dilakukaD setelah jam keIja selesai sehingga kondisi badan sudah mulai turun, dan 

upah menjadi lebih rendah. Oleh brena itu sebagian besar (84,1%) buruh 

membutubkari dan sangat membutuhkan adanya perbaikanlpeningkatan uang 

lembur. Bagi buruh yang selalu berharap adanya ketja lembur, uang lembur betul

betul menjadi penyelamat bagi buruh. Hanya sebagian kecil (15,90.4) buruh yang 

tidak membutuhkan perbaikan lembur, mereka inilah yang mengemukakan bahwa 

kerja lembur itu memberatkan. 

Pada masa sekarang ini, bampir semua perusabaan atau industri 

mempekerjakan buruh kontrak atau buruh outsourcing. Bahkan tidak sedikit 

perusaha80 yang mengganti buruh tetap menjadi buruh kootrak, dan ini 
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merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan. Akan tetapi bagi 

buruh kontrak atau buruh outsourcing sangat merugikan karena dengan status 

kontrak beberapa tunjangan atau komponen upah tidak diterima. Lebih-lebih 

kontrak dilakukan untuk jangka waktu 6 bulan, dan bila masih diperJukan maka 

buruh akan dikontrak selama 6 bulan lagi dan seterusnya. Dengan status kontrak, 

maka setiap kali buruh memperpanjang kontrak maka masa kerja dan pengalaman 

mulai dari awallagi. Kondisi demikian ini menurut sebagian besar (85,3%) buruh 

kontrak mengaku nasibnya membutuhkan atau sangat membutuhkan perbaikan. 

Perbaikan yang dimaksud baik besar upah, TIlR maupun hak-hak buruh yang 

lain. 8uruh kontrak ·atau buruh outsourcing sering membandingkan dengan buruh 

tetap atau k~teika mereka sel?agai burub tetap dimana fasilitas dan kondisi 

kerjanya lebih memadai. Sedangkan sebagian keeil (14,8%) mengemukakan 

kurang atau tidak membutuhkan perbaikan nasib buruh kontrak karena tidak 

berkaitan dengan mereka yang berstatus buruh tetap. Tidak mengherankan ketika 

buruh melakukan aksi unjuk rasa, masalah burub kontrak dan buruh outsourcing 

. selalu dituntut untuk segera dihapus atau dihilangkan dan diganti dengan buruh 

tetap, karena sangat merugikan bagi buruh. 

Aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi di kalangan buruh merupakan suatu 

taktik a~ senjata yang paling ampuh agar tuntutan terhadap perusabaan 

atau industri dikabulkan. Akan tetapi keterlibatan buruh dalam aksi unjuk rasa 

atau demonstrasi sangat dilematis. Artinya, jika burub menuntut pihak perusabaan 

secara perorangan maka pihak perusahaan tidak akan memperhatikan, tetapi jika 

dilakulaui dengan mehDatkan banyak burub maka terjadi aksi mogok kerja yang 

akan berakibat pada terjadinya pemutusan bubungan kerja (PHI<.). Secara 

sosiologis peniutusan hubungan keIja (PHK.) merupakan suatu proses pemiskinan, 

sebab PHK. awal dari kesengsaraan bagi burub beserta keluarganya. Karena 

bekerja sebagai buruh adalah satu-satunya pekeljaan sekaligus sebagai insrumen 

atau alat untuk mendapatkan upah. Sementara buruh yang terkena PHK belum 

tentu mendapatkan uang pesangon, sehingga menjadi persoalan yang sangat berat 

bagi buruh. Sebagaimana dikemukakan sebagian besar buruh (84,90AJ) 

mengemukakan membutuhkan atau sangat membuuJhkan adanya perbaikan dalam 

pengaturan PHI(, antara lain tentang pemberian dan besar pesangon. Persoalan 
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